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ABSTRAK 
 
 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU DAERAH 

LAMPUNG DALAM PEMBERIAN ROYALTI MENURUT  

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  

TENTANG HAK CIPTA 
 
 

Oleh 
 

DWI SYAHNA PUTRI  
 
Hak lcipta ladalah lhak leksklusif lpencipta lyang ltimbul lsecara lotomatis 

berdasarkan lprinsip ldeklaratif lsesuai ldengan lketentuan lperaturan lperundang-

undangan. lKeberadaan lUndang-undang lNomor l28 lTahun l2014 ltentang lHak 

Cipta lmemang ldiperuntukkan lkhusus luntuk lmelindungi lhak lbagi lmereka 

yang ltelah lmenghasilkan lkarya lyang ltelah ldipublikasikan. lPermasalahan 

penelitian lini ladalah lbagaimana lperlindungan lhukum lbagi lpencipta 

lagu/musik ldaerah lLampung ldan lbagaimana lmekanisme lpembayaran lroyalti 

terhadap lpencipta llagu/musik ldaerah lLampung. 
 

Jenis lpenelitian lini ladalah lpenelitian lhukum lnormatif ldengan ltipe lpenelitian 

deskriptif. lPendekatan lmasalah lyang ldigunakan lyaitu lpendekatan lnormatif-

empiris ldengan ldata lyang ldigunakan lyaitu ldata lprimer. lAdapun lteknik 

pengumpulan ldata lyang ldigunakan ladalah lwawancara lyang ldianalisis lsecara 

kualitatif. l 
 

Hasil lpenelitian ldan lpembahasan lmenunjukan lbahwa lPerlindungan lhukum 

terhadap lkarya lCipta llagu latau lmusik ldaerah lLampung lmenurut lUndang-

undang lNomor l28 lTahun l2014 ltentang lHak lCipta ljuga lmengatur lterkait 

pencatatan lciptaan lsebagai lbentuk lperlindungan lhukum lpreventif. Mekanisme 

pembayaran lroyalti lterhadap lpencipta llagu/musik ldaerah lLampung ldengan 

sistem lflat lpay. lFlat lpay ladalah lsistem lpembayaran lsekali llunas ldan ltidak 

ada ltambahan llagi. lSatu lkali lbayar luntuk lselamanya. lSelama lini lpencipta 

lagu ldibayar ldengan lcara lflat lpay, ltanpa lmemperhitungkan ljumlah lunit 

kaset, lVCD, lCD lmaupun lformat llainnya lyang ldijual. lAdapun lsaran ldari l 

penelitian lini lyaitu ldilakukan ldengan lcara lsosialisasi lke lmasyarakat. 

Sekalipun lpemerintah lsudah lbanyak lmelakukan ltindakan-tindakan, lnamun 

usaha lyang ldilakukan loleh lpemerintah ldalam lrangka lperlindungan lterhadap 

karya lcipta lini lternyata lbelum lmembuahkan lhasil lyang lmaksimal. l 
 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Lagu Lampung, Royalti  
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“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 

(QS Al-Insyirah: 5-6) 
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I. PENDAHULUAN 

 
 
 

1.1 Latar Belakang 

 

Hak lKekayaan lIntelektual l(HKI) ladalah lhak lyang lberasal ldari lkegiatan 

kreatif lkemampuan lberpikir lmanusia lyang ldiungkapkan lkepada lmasyarakat 

umum ldalam lberbagai lbentuk lyang lmemiliki lmanfaat ldan lberguna ldalam 

menunjang lkehidupan lmanusia lserta lmemiliki lnilai lekonomis.
1
 lHKI 

memberikan lperlindungan lkepada lsetiap lorang lyang lmenciptakan lkarya 

karena lkemampuan lintelektual ldan lusahanya lsendiri lsehingga lorang ltersebut 

mempunyai lhak luntuk lmemiliki lserta ldapat lmengontrol lkarya lyang 

diciptakannya. lPada lPasal l27 layat l(2) lDeklarasi lUniversal lHak lAsasi 

Manusia l(Universal lDeclaration lof lHuman lRights), lmengatur lbahwa: l 

“Everyone lhas lthe lright lto lthe lprotect lof lthe lmoral land lmaterial linterest 

lresulting lfrom lany lscientific, lliterary lor lartistic lproduction lof lwhich/she lis 

lthe lauthor”. 

(Setiap lorang lberhak luntuk lmemperoleh lperlindungan latas lkeuntungan-

keuntungan lmoral lmaupun lmaterial lyang ldiperoleh lsebagai lhasil lkarya 

ilmiah, lkesusasteraan latau lkesenian lyang ldiciptakannya). 

 

Pasal ltersebut lsecara ltegas lmenyatakan lbahwa lkarya lcipta ldi lbidang lilmu 

pengetahuan, lsastra, ldan lseni lmerupakan lhasil lkarya lintelektual lmanusia 

yang ldiciptakan lsebagai lperwujudan lkualitas lrasa, lkarsa, ldan lciptanya. 
                                                           

1 lHulman lPanjaitan ldan lWetmen lSinaga, l2010, lPerforming lRight lHak lCipta 

lAtas lKarya lMusik ldan lLagu lSerta lAspek lHukumnya, lInd lHill lCo, lJakarta, lhlm. l1. 
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Penciptaan lkarya-karya ltersebut lpada lakhirnya ltidak lhanya lmemiliki lmakna 

sebagai lkarya lyang lhadir ldan ldapat lkita llihat lsecara lfisik, ltetapi lhadir ljuga 

sebagai lsarana ldalam lpemenuhan lkebutuhan lyang lbersifat limmateril. 

Pengelompokan lHKI lterbagi lmenjadi ldua lkategori. lKategori lpertama, lHak 

Kekayaan lIndustri lyang lmeliputi lPaten, lMerek, lDesain lIndustri, lDesain  

Tata lLetak lSirkuit lTerpadu, lIndikasi lGeografis, ldan lRahasia lDagang. 

Kategori lkedua, lHak lCipta lyang lmeliputi lHak lCipta l(atas lseni, lsastra, ldan 

ilmu lpengetahuan) ldan lHak-Hak lyang lTerkait ldengan lHak lCipta.
2
 

 
Lahirnya lkarya lintelektual ldi lbidang lmusik latau llagu ltidak llahir lkarena 

suatu lkebetulan lbelaka, ltetapi llahir ldari lsebuah lproses, lperjalanan, 

pengorbanan ldan lperjuangan lyang lpanjang lberupa lwaktu, ltenaga, lbiaya, 

maupun lpengorbanan llainnya lyang lbersifat limmaterial lsehingga 

menghasilkan lsuatu lkarya lyang lindah lyang ltidak lhanya ldapat ldinikmati 

oleh ldirinya lsendiri, ltetapi ldapat ljuga ldinikmati ldan ldirasakan loleh lorang 

lain lyang lmendengarkan lataupun lmenyaksikannya. l 

 

Dalam lSupasti lDharmawan, lInsan lBudi lMaulana lmengatakan, l“Hak 

Kekayaan lIntelektual lterdiri latas ldua lbagian lbesar lyaitu lpertama: lhak 

kekayaan lindustrial lyang lberkaitan ldengan lhak ldalam lkegiatan lindustri ldan 

yang lkedua: lhak lcipta.”
3
 lHak lCipta lmerupakan lhak latas lsuatu lkarya lyang 

dimiliki loleh lpenciptanya, ldi lIndonesia lperaturan ltentang lHak lCipta lsecara 

                                                           
2
Otto lHasibuan, l2014, lHak lCipta lDi lIndonesia lTinjauan lKhusus lHak lCipta 

lLagu, lNeighbouring lRights, ldan lCollecting lSociety, lPT.Alumni, lBandung, lhlm. l21. 
3
Supasti lDharmawan, lInsan lBudi lMaulana., l2018, lHarmonisasi lHukum 

lKekayaan lIntelektual lIndonesia, lSwasta lNulus, lDenpasar, lhlm l20. 
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nasional ldiatur ldalam lUndang-Undang lNomor l28 lTahun l2014 lTentang lHak 

Cipta. 

 

Suatu lkarya l“lagu” lyang ltercipta lsudah lmempunyai lsuatu lperlindungan 

hukum lyaitu lperlindungan lhak lcipta, luntuk lmemberikan lkejelasan lhukum 

hubungan lantara lhasil lkarya lcipta ldengan lpencipta latau lpemegang lhak  

cipta latau lorang lyang lmenggunakan lciptaan ltersebut. lAdanya lUndang-

Undang lHak lCipta lNomor l28 lTahun l2014 lyang lsemakin lmemperjelas 

perlindungan lhukum lyang ldiberikan lpemerintah luntuk lsuatu lkarya lcipta, 

khususnya ldisini lkarya lcipta lmusik ldan llagu. l 

 

Fenomena lpelanggaran lterhadap lHak lCipta lkhususnya lberupa lpengumuman 

musik latau llagu lsaat lini lseolah-olah lberlangsung ltanpa lada lpenyelesaian 

hukum lyang lberarti. lBanyak lpelaku lusaha lyang ldalam lkegiatan lkomersial 

usahanya lmenyiarkan lmusik latau llagu ltanpa lmembayar lroyalti latau  

meminta lizin ldari lpenciptanya. lHal lini ljelas ltermasuk ldalam lkategori 

pelanggaran lhak lmoral. lAdanya lsebuah llagu ldiciptakan loleh lseorang lmusisi 

baik litu lsecara lindividual lmaupun lberkelompok. l l 

 

Lampung Selatan sebagai salah satu kabupaten yang mempunyai banyak talenta 

musisi baik itu lawas maupun baru, serta secara individu maupun grup band, 

seperti pencipta lagu daerah Lampung yaitu L. Komar dan Bahrudin yang 

memulai karyanya pada tahun 2014. Namun dalam penggarapan album, mereka 

tidak melibatkan major label atau perusahaan rekaman yang telah memiliki nama. 

Karena tidak masuk dalam suatu label dan kurangnya pengetahuan dari musisi 

khususnya yang ada di Lampung Selatan ini tentang Hak Cipta dan undang-
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undangnya membuat mereka tidak mendaftarkan karyanya atau membuat 

beberapa dari pencipta ini tidak mengetahui sejauh mana perlindungan hukum 

yang diberikan untuk suatu karya cipta, dan bagaimana seharusnya mereka 

sebagai pemilik suatu ciptaan.  

 

Sehingga ada lima puluh lagu dari pencipta ini yang bisa dipakai atau digunakan 

dengan mudah oleh pihak yang sudah masuk dalam major label. Seperti yang 

pernah ada di Lampung Selatan yaitu L. Komar dan Bahrudin lagunya yang 

berjudul “Bulambanan” serta “Hiwang Pulipang” tak luput menjadi bahan cover 

version oleh musisi lain yaitu Mega dan Erda, serta disebar luaskan melalui media 

online seperti youtube.  

 

Karya llagu lmerupakan lranah lbisnis lyang lsangat lmenggiurkan, lmaka  

seorang lpencipta ldisarankan luntuk lmendaftarkan lhak lciptanya. lBagi  

pencipta llagu litu lsendiri lada ldua lhak lyang ltimbul ldari lsebuah llagu lyaitu 

hak lmoral ldan lhak lekonomi. 

 

Menurut lUndang-undang lNomor l28 lTahun l2014 ltentang lHak lCipta, lpada 

Pasal l5 layat l(1) lhak lmoral lmerupakan lhak lyang lmelekat lsecara labadi   

pada ldiri lpencipta luntuk: l 

a) tetap lmencantumkan latau ltidak lmencantumkan lnamanya lpada lsalinan 

sehubungan ldengan lpemakaian lciptaannya luntuk lumum; l 

b) lmenggunakan lnama laliasnya latau lsamarannya; l 

c) lmengubah lciptaannya lsesuai ldengan lkepatutan ldalam lmasyarakat; l 

d) lmengubah ljudul ldan lanak ljudul lciptaam; l 

e) mempertahankan lhaknya ldalam lhal lterjadi ldistorsi lciptaan, lmutilasi 

lciptaan, lmodifikasi lciptaan, latau lhal lyang lbersifat lmerugikan lkehormatan 

ldiri latau lreputasinya. l 
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Sedangkan lhak lekonomi lpada lUndang-undang lNomor l8 lTahun l2014  

tentang lHak lCipta, lpada lPasal l8 lyang lmenjelaskan lbahwa lhak lekonomi 

merupakan lhak leksklusif lpencipta latau lpemegang lhak lcipta luntuk 

mendapatkan lmanfaat lekonomi latas lciptaan. l 

 
Dengan ldapat ldinikmatinya lsuatu lkarya ldi lbidang lmusik latau llagu, lmaka 

sudah lsewajarnya lorang lyang lmemiliki lkarya lintelektual ldi lbidang lmusik 

atau llagu ltersebut lmendapatkan lkeuntungan ldari lsetiap lorang lyang 

menikmati lhasilnya l(user) lberupa lpembayaran latau lroyalti, lsehingga lsegala 

bentuk lpengorbanan lyang ltelah ldikeluarkan ldapat lkembali ldan lsi lpemilik 

karya ltersebut ldapat lpula lmemperoleh lkeuntungan, lkhususnya lyang lbersifat 

materi. 

 

Adanya lpembayaran latau lroyalti ladalah lwajar, lkarena luser ldapat lmenikmati 

keindahan lsuatu lirama lmusik latau llagu, lsementara lsi lpemegang lhak lcipta 

di lbidang lmusik latau llagu lmemperoleh lberagam lmanfaat ltermasuk lmanfaat 

ekonomi. lSehingga ldi lantara lkeduanya ltercipta lsatu lhubungan lyang lsaling 

menguntungkan. 

 

Hak lmendapatkan lroyalti ldiatur ldalam lPasal l35 lUndang-undang lNomor l28 

Tahun l2014 ltentang lHak lCipta, lmenyatakan lbahwa: l1) lKecuali  

diperjanjikan llain lPemegang lHak lCipta latas lCiptaan lyang ldibuat loleh 

Pencipta ldalam lhubungan ldinas, lyang ldianggap lsebagai lPencipta lyaitu 

instansi lpemerintah. l2) lDalam lhal lCiptaan lsebagaimana ldimaksud lpada layat 

(1) ldigunakan lsecara lkomersial, lPencipta ldan/atau lPemegang lHak lTerkait 
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mendapatkan limbalan ldalam lbentuk lRoyalti. l3) lKetentuan llebih llanjut 

mengenai lpemberian lRoyalti luntuk lpenggunaan lsecara lkomersial 

sebagaimana ldimaksud lpada layat l(2) ldiatur ldengan lPeraturan lPemerintah.
4
 l 

Fenomena lmenunjukkan lbahwa lpencipta llagu ltersebut ltidak lmendapat 

royalti, lsehingga lhak lpencipta lterabaikan. lUndang-undang lhak lcipta ldisini 

menjelaskan ladanya lkepastian lhukum lantara lpencipta latau lpemegang lhak 

cipta ldengan lsuatu lciptaan lyang lada, lmemberikan lperlindungan lyang lutuh 

kepada lpemilik lhak lcipta. 

 
Jika lada lyang lmenggunakan llagu lmereka lharus lmenggunakan lprosedur  

yang lsudah lditentukan ldalam lUndang-undang lHak lCipta lTahun l2014, lharus 

adanya lpemberian llisensi ldari lpihak lpencipta llagu lkepada lpengguna llagu, 

jangka lwaktu lpenggunaan ldan lberapa lroyalti lyang lharus ldiberikan loleh 

pengguna lhak lcipta lkepada lpemilik lhak lcipta. lJadi ltidak llangsung 

menggunakan lbegitu lsaja. 

 

Berdasarkan lhal-hal ltersebut ldi latas lmaka lpenulis ltertarik luntuk lmeneliti 

tentang lperlindungan lhukum lbagi lpencipta llagu ldaerah lLampung ldalam 

pemberian lroyalti. lMaka lberdasarkan llatar lbelakang ldi latas, lpenulis ltertarik 

untuk lmembahas ldalam lbentuk lskripsi ldengan ljudul l“Perlindungan  

Hukum lBagi lPencipta lLagu lDaerah lLampung lDalam lPemberian  

Royalti lMenurut lUndang-Undang lNomor l28 lTahun l2014 lTentang lHak 

Cipta” l 

                                                           
4
Direktorat lJenderal lHak lKekayaan lIntelektual lDepartemen lHukum lDan lHak 

lAsasi lManusia lRepublik lIndonesia, lBuku lPadanan lHak lKekayaan lIntelektual, 

lTangerang, l2008, lhlm l19. 
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1.2. Rumusan Masalah  
 

1. Bagaimana lperlindungan lhukum lterhadap lpencipta llagu/musik ldaerah 

Lampung lmenurut lUndang-Undang lNomor l28 lTahun l2014 ltentang lHak 

Cipta? l 

2. Bagaimana lmekanisme lpembayaran lroyalti lterhadap lpencipta llagu/musik 

daerah lLampung? l 

 

1.3 Ruang Lingkup 

 

Ruang llingkup lpenelitian lini lmeliputi lruang llingkup lkeilmuan ldan lruang 

lingkup lkajian. lRuang llingkup lkeilmuan ladalah lbahwa lpenelitian lini 

termasuk ldalam lbidang lHukum lKeperdataan, lkhususnya lHukum lKekayaan 

Intelektual, lkhususnya lhak lcipta. lSedangkan lruang llingkup lkajian ldalam 

penelitian lini ladalah lmengkaji lmengenai lperlindungan lhukum lterhadap 

pencipta llagu/musik ldaerah ldalam lpembayaran lroyalti. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan lpermasalahan lyang ltelah ldiuraikan lsebelumnya, lmaka ltujuan 

yang lingin ldicapai ldalam lpenulisan lini ladalah: l 

1) Perlindungan lhukum lterhadap lpencipta llagu/musik ldaerah lLampung 

menurut lUndang-Undang lHak lCipta lTahun l2014 ltentang lHak lCipta. l 

2) Mekanisme lpembayaran lroyalti lterhadap lpencipta llagu/musik ldaerah 

Lampung. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 
 

a. Kegunaan lTeoritis l 

Hasil ldari lpenelitian lini ldiharapkan ldapat lmemperluas lwacana 

pemikiran ldan lpengetahuan lbagi lpengembangan lilmu lHukum 

Keperdataan lkhususnya ldalam llingkup lHukum lKekayaan lIntelektual 

yang lberkaitan ldengan lHak lCipta. 

b. Kegunaan lPraktis l l 

Selain lkegunaan lteoriris, lpenelitian lini lmemberikan lkegunaan lpraktis 

yaitu: l 

1) Menambah lwawasan ldan lpengetahuan lbagi lmasyarakat lluas 

tentang lperlindungan lhukum lterhadap lpencipta llagu/musik. l 

2) Upaya lperluasan lpengetahuan lbagi lpenulis luntuk lmenganalisis 

tentang lmekanisme lpembayaran lroyalti lterhadap lpencipta 

lagu/musik. l 

3) Sebagai lsalah lsatu lsyarat luntuk lmendapatkan lgelar lSarjana 

Hukum lpada lFakultas lHukum lUniversitas lLampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
 
 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta 

 

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum 

 

Perlindungan lhukum lmenurut lPhillipus lM. lHadjon, lmengenai lperlindungan 

hukum ladalah lperlindungan lbagi lrakyat lsebagai ltindakan lpemerintah lyang 

bersifat lpreventif ldan lrepresif. lPerlindungan lhukum lyang lbersifat lpreventif 

adalah lbertujuan luntuk lmencegah lterjadinya lsengketa lyang lmengarahkan 

tindakan lpemerintah lbersikap lhati-hati ldalam lpengambilan lkeputusan 

berdasarkan ldiskresi ldan lperlindungan lhukum lyang lbersifat lrepresif ladalah 

bertujuan luntuk lmenyelesaikan lterjadinya lsengketa.
5
 l 

 

Adapun lperlindungan lhukum latas lhak lcipta ldiberikan lkepada lide latau 

gagasan lyang lmemiliki lkarakteristik, lbersifat lpribadi ldan lmenunjukkan 

keaslian lsebagai lsuatu lciptaan lyang llahir ldari lkemampuan, lkreativitas lserta 

keahlian lsehingga ldapat ldinikmati.
6
 l 

 

                                                           
5
Phillipus lM. lHadjon, l1987, lPerlindungan lHukum lBagi lRakyat lDi lIndonesia, 

lPT. lBina lIlmu, lSurabaya, lhlm. l29. 
6
Oksidelfa lYanto, lKonsep lPerlindungan lHak lCipta lKarya lMusik lDalam lRanah 

lHukum lHak lKekayaan lIntelektual lDari lTindak lPidana lPembajakan, l1 lJuni l2015, 

lJurnal lCita lHukum: lVol. l3No.1.ISSN: l2356-1440. 

l(https://media.neliti.com/media/publications/95470- lID-konsep-perlindungan-hak-cipta-karya-

musi.pdf) lDiakses lpada ltanggal l20Januari l2023. 
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Berbagai lkepustakaan lhak lcipta ldan lketentuan lhukum lhak lcipta ldapat 

diketahui lbahwa lkonsep ldasar lperlindungan lhak lcipta, lsebagai lberikut:
7
 

a. lHak lcipta lmelindungi lide lyang ltelah lberwujud ldan lasli. lAdanya lbentuk 

nyata ldan lberwujud ldan lsesuatu lyang lberwujud litu ladalah lasli latau 

bukan lhasil lplagiat lmerupakan lsyarat lyang lharus ldipenuhi lagar ldapat 

menikmati lperlindungan lhukum lhak lcipta. l 

b. Hak lcipta ltimbul ldengan lsendirinya l(otomatis). lHak lcipta lada lketika 

pencipta lmewujudkan lidenya ldalam lbentuk lnyata lyang ldapat lberupa llagu 

yang lterdiri ldari lelemen lmelodi ldan lsyair latau llirik ldan ltelah ldirekam 

atau lditulis ldan lketika lmelakukan lpengumuman llagu l(diperdengarkan 

kepada lumum) lmencantumkan lnama latau lidentitas lpencipta lpada 

ciptaannya lyang ldilakukan lpendaftaran lpada llembaga lyang lberwenang. 

Namun, lpendaftaran lsuatu lkarya lcipta ltidak lsepenuhnya lwajib luntuk 

dilakukan. lPendaftaran ldilakukan luntuk lmemudahkan lproses lpembuktian 

ketika lterjadi lsengketa lmengenai lkepemilikan lhak lcipta. l 

c. lSuatu lkarya lcipta ltidak lselalu lperlu ldiumumkan luntuk lmemperoleh lhak 

cipta. lAdanya lwujud ldari lsuatu lide lmengakibatkan lsuatu lciptaan ltelah 

lahir. lLahirnya lsuatu lciptaan ldapat ldiumumkan l(to lmake lpublic) ldan 

tidak ldapat ldiumumkan. lCiptaan lyang ldiumumkan lmaupun ltidak 

diumumkan lkeduanya ltetap lmemperoleh lhak lcipta. l 

d. lHak lcipta lsuatu lciptaan lmerupakan lsuatu lhak lyang ldiakui lhukum l(legal 

right) lyang lharus ldipisahkan ldan lharus ldibedakan ldari lpenguasaan lfisik 

suatu lciptaan. lSeseorang lyang ltelah lmembeli lkaset latau lCD llagu, lberarti 

                                                           
7
Otto lHasibuan l2014, lHak lCipta lDi lIndonesia lTinjauan lKhusus lHak lCipta 

lLagu, lNeighbouring lRights, ldan lCollecting lSociety, lPT.Alumni, lBandung,hlm. l65. 
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orang ltersebut ladalah lpemilik lkaset latau lCD lyang lberisikan llagu-lagu 

itu, ltetapi lbukan lpemilik lhak lcipta ldari llagu-lagu latau lmusik lyang lada 

dalam lkaset latau lCD ltersebut. l 

e. Hak lcipta lbukan lhak lmutlak l(absolute). lHak lcipta ladalah lhak lyang llebih 

ditujukan luntuk lmencegah lorang llain lmelakukannya. lPencipta 

menciptakan lsuatu lciptaan lyang lsama ldengan lciptaan lyang lterdahulu ldan 

dia ltidak ldianggap lmelanggar lhak lcipta lketika lciptaan lyang lmuncul 

terakhir lbukan lsalinan ldari lciptaan lsebelumnya. l 

 
Secara lumum lkesadaran ljuga ltidak lbisa lterlepas ldari lbudaya lhukum 

masyarakat ldi lsuatu lnegara latau lbudaya lhukum lmasyarakat ldi lsuatu lnegara 

sangat lmenentukan ltercapainya lsistem lHKI l(Hak lKekayaan lIntelektual). 

Sistem lHKI lyang lmerupakan lhak lindividu l(private lrights). lArtinya 

dilindungi latau ltidaknya lsuatu lkarya lintelektual lseseorang lsangat ltergantung 

dari lkesadaran ldari lorang ltersebut lsebagai lpencipta luntuk lmendaftarkannya 

sebagai lupaya lmelindungi lHKI lnya.
8
 l 

 

2.1.2 Teori Perlindungan Hukum  

Teori lperlindungan lhukum lberawal ldari lkonsep lpengakuan ldan lperlindungan 

terhadap lHAM lyang lberkembang lpada labad lke l19 ldan lsampai lsaat lini. 

Menurut lSatjipto lRaharjo, lperlindungan lhukum ladalah lupaya luntuk 

mengorganisasikan lberbagai lkepentingan ldalam lmasyarakat lsupaya ltidak 

                                                           
8
Taufik lH. lSimatupang, lSistem lHukum lPerlindungan lKekayaan lIntelektual 

lDalam lRangka lMeningkatkan lKesejahteraan lMasyarakat, l30 lMei l2017, lJurnal 

lPenelitian lHukum lDe lJure: lVol l17, lNo2, l2017. le-ISSN l2579-8561. 

l(https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/154/pdf). lDiakses lpada 

ltanggal l20 lJanuari l2023. 
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terjadi ltubrukan lantara lkepentingan ldan ldapat lmenikmati lsemua lhak-hak 

yang ldiberikan loleh lhukum.
9
 lTeori lini lterinsipirasi loleh lpendapat lFitzgerald 

tentang ltujuan lhukum, lyaitu luntuk lmengintegrasikan ldan lmengkoordinasikan 

berbagai lkepentingan ldalam lmasyarakat ldengan lcara lmengatur lperlindungan 

dan lpembatasan lterhadap lberbagai lkepentingan ltersebut. lFitzgerald 

menjelaskan lbahwa ltujuan lhukum luntuk lmengkoordinasi ldan lmengintegrasi 

beragam lkepentingan lyang lada lpada lmasyarakat ldengan lcara lmembatasi 

berbagai lkepentingan ltersebut lkarena ldalam lsuatu llalulintas lkepentingan, 

perlindungan lterhadap lkepentingan ltersebut lhanya ldapat ldilakukan ldengan 

cara lmembatasi lkepentingan ldi llain lpihak. lPerlindungan lhukum lmerupakan 

bentuk limplementasi latas lprinsip lpengakuan ldan lperlindungan lterhadap 

harkat ldan lmartabat lmanusia lyang lbersumber lpada lPancasila ldan lprinsip 

negara lhukum lyang lberdasarkan lPancasila. 

2.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum  

Perlindungan lhukum lmerupakan lsuatu lhal lyang lmelindungi lsubjek-subjek 

hukum lmelalui lperaturan lperundang-undangan lyang lberlaku ldan ldipaksakan 

pelaksanaannya ldengan lsuatu lsanksi. lPerlindungan lhukum ldapat ldibedakan 

menjadi l2 l(dua), lyaitu lsebagai lberikut:
10

 

a. lPerlindungan lHukum lPreventif l 

Perlindungan lhukum lpreventif ldalam lUndang-undang lNomor l28 lTahun  

2014 lTentang lHak lCipta ladalah ldiatur ldalam lPasal l5 lsampai ldengan lPasal 

                                                           
9
Satjipto lRaharjo2000, lIlmu lHukum, lPT. lCitra lAditya lBakti, lBandung, lhlm. l53 

10
Tedi lSudrajat ldan lEndra lWijaya, l2020, lPerlindungan lHukum lTerhadap 

lTindakan lPemerintahan, lSinar lGrafika, lJakarta lTimur, lhlm. l103. 
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7 lyang lmengatur ltentang lhak lmoral ldan lPasal l8 lsampai ldengan lPasal l9 

mengatur ltentang lhak lekonomi lpencipta latas lkarya lcipta llagu latau lmusik. 

Hal ltersebut lsebagaimana lwujud ldari lsifat leksklusif lhak lcipta. lPerlindungan 

yang ldiberikan loleh lpemerintah luntuk lmencegah lpelanggaran lsebelum 

terjadi. lHal lini lterdapat lpada lperaturan lperundang-undangan lyang 

dimaksudkan luntuk lmencegah lterjadinya lpelanggaran lserta lmemberikan  

tanda latau lbatasan ldalam lpelaksanaan lsuatu lkewajiban. l 

b. lPerlindungan lHukum lRepresif l 

Perlindungan lhukum lrepresif ladalah lpenanggulangan l lterhadap l lsuatu l 

pelanggaran l lkarya l lcipta llagu lyang lbisa lsaja lterjadi ldikemudian lhari. l 

Berdasarkan lisi ldari lPasal l95 l lUndang-undang l lHak l lCipta, lperlindungan 

hukum l lrepresif ldapat l ldilalui ldengan l ldua l ljalur, l lyang l lpertama l ljalur 

non l llitigasi l lberupa l lpenyelesaian lmelalui l lalternatif l lpenyelesaian 

sengketa l ldengan l lmediasi, l lnegosiasi, l ldan l lkonsiliasi. lKemudian l lyang l 

kedua l ljika l lpencipta l llagu l lingin l lmelalui l ljalur l llitigasi l lbisa l ldengan 

mengajukan lgugatan lke lPengadilan lNiaga. 

 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta  

2.2.1 Perolehan Hak Cipta  

Perolehan lhak lcipta ldilakukan lmelalui ldua lcara lyaitu l: l 

a. lPenandatangan lHak lCipta l 

 Secara linternasional ldisepakati lbahwa lagar lsuatu lciptaan lseperti lbuku latau 

lfilm lmendapatkan lhak lcipta lpada lsaat ldiciptakan, lciptaan ltersebut lharus 

lmemuat lsuatu l“Pemberitahuan lhak lcipta” l(copyrigh lnotice). lPemberitahuan 
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latau lpesan lterdiri latas lsebuah lhuruf lc ldi ldalam llingkaran l(yaitu llambang 

lhak lcipta, l©), latau lkata l“copyright” lyang ldiikuti ldengan ltahun lhak lcipta 

ldan lnama lpemegang lhak lcipta. l 

b. lProsedur lPendaftaran lHak lCipta l 

 Di lIndonesia, lpendaftaran lkarya lciptaan lbukan lmerupakan lsuatu lkeharusan 

lbagi lpencipta latau lpemegang lhak lcipta l. lTimbulnya lperlindungan lsuatu 

lciptaan ldimulai lsejak lciptaan litu lada latau lterwujud ldan lbukan lkarena 

lpendaftaran. lNamun ldemikian, lsurat lpendaftaran lciptaan ldapat ldijadikan 

lsebagai lalat lbukti lawal ldi lpengadilan lapabila ltimbul lsengketa ldikemudian 

lhari latau lciptaan.
11

 l 

 

 Tujuan lpendaftaran lhak lcipta ldari lsegi lpemerintah lsebenarnya luntuk 

lmemberikan ldokumen latau lsurat-surat lyang lmenyangkut lpendaftaran 

ltersebut lyang lbentuknya lbukan lberupa lsertifikat lmelainkan lseperti lsurat 

ltanda lpenerimaan lpendaftaran ldan lpetikan ldaftar lumum lciptaan.
12

 l 

 

 Proses lpendaftaran lhak lcipta lawalnya ldimulai ldengan lcara lmengajukan 

lpermohonan lpendaftaran. lPermohonan lpendaftaran lpada lprinsipnya ldiajukan 

loleh lpencipta latau lpemegang lhak lcipta. lApabila lpencipta latau lpemegang 

lhak lcipta lberhalangan, lmaka lpermohonan lpendaftran lciptaan ldapat ldiajukan 

lkuasanya.
13

 l 

 

                                                           
11 lHaris lMunandar ldan lSally lSitanggang, lMengenal lHAKI lHak lKekayaan 

lIntelektual, l(Jakarta l: lErlangga, l2008) lhlm l24. 
12 lGatot lSupramono, lHak lCipta ldan lAspek-aspek lHukumnya, lJakarta. lhlm l16. 
13 lIbid. lhlm l17. 



15 
 

 
 

 Permohonan lpendaftaran lciptaan ldilakukan lsecara ltertulis ldalam lbahasa 

lIndonesia ldan ldibuat lrangkap ldua. lSyarat lpendaftaran ltersebut lharus ldibuat 

lsecara ltertulis lkarena ltujuannya luntuk lmemudahkan ladministrasi 

lpendaftarannya. lDalam lpelaksanaannya lpermohonan lpendaftaran ldengan 

lcara lmengisi lformulir lyang ldisediakan loleh lDirjen lHKI. lSetiap 

lpermohonan lpendaftran ldilakukan ldengan lcara lmelakukan lpencatatan loleh 

lpetugas linstansi lpendaftaran ldalam lbuku lyang ldisediakan luntuk 

lkepentingan litu. 

 
 Dengan lpermohonan ltertulis lakan lmudah ldiketahui lsiapa lpemohon 

lpendaftaran lciptaan ldan lapa lbentuk lciptaannya lserta lpermohonan ltersebut 

ldiajukan ltanggal lberapa loleh lpemohon. lSelain litu, lsurat lpermohonan 

lpendaftaran lciptaan lmerupakan ldokumen lbagi lDepertemen lHukum ldan 

lHAM. lApabila ldibandingkan ldengan lpengajuan lpermohonan lsecara llisan, 

lkemungkinan lakan lmenghadapi lhambatan lmasalah lpencatatan ladministrasi 

ldan lpembuktian ltentang ldokumen lpendaftaran. 

 

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Cipta  

 Pada ldasarnya lsistem lhak lcipta ladalah luntuk lmelindungi lwujud lhasil lkarya 

lmanusia lyang llahir ldari lkemampuan lintelektualnya. lPerlindungan lhukum 

lini lberlaku lpada lciptaan lyang ltelah lberwujud lsecara lkhas lsehingga ldapat 

ldinikmati lseperti ldilihat, ldidengar latau ldibaca. lHak lcipta lmempunyai 
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lsyarat lsubstantif lyang lterdiri ldari ltiga lelemen, lyaitu loriginalitas, lkreativitas, 

ldan lfiksasi.
14

 

 Ciptaan ldikatakan lmemiliki lunsur loriginalitas ldan lmerupakan lsuatu lbentuk 

lkreativitas ljika lmerupakan lhasil lkreasi lsendiri lwalaupun lbisa lsaja 

lterinsipirasi ldari lkarya lorang llain. lElemen lfiksasi ladalah lsuatu lkarya 

lberhak luntuk lmendapatkan lhak lcipta lketika ltelah ltertuang ldalam lbentuk 

lyang lnyata lbukan lmasih ldalam lbentuk lide. lDalam lPasal l1 lUndang-undang 

lHak lCipta ldisebutkan, lbahwa ldalam lundang-undang lini lciptaan lyang 

ldilindungi ladalah lciptaan ldalam lbidang lilmu lpengetahuan, lseni ldan lsastra. 

lHampir lsemua lhasil lkarya lyang lmerupakan lciptaan lmendapat lperlindungan 

ldari lundang-undang. lNamun, lada ljuga lciptaan lyang ltidak lmendapat 

lperlindungan lhak lcipta. 

 

2.2.3 Subjek dan Objek Hak Cipta  

a. Subjek Hak Cipta  

 Didalam lUndang-Undang lNomor l28 lTahun l2014 lTentang lHak lCipta 

lterdapat lsubjek lHak lCipta, lyaitu lPencipta ldan lPemegang lHak lCipta. 

lPencipta ldan lkepemilikan ladalah lpokok lutama lyang lterpenting ldalam 

lhukum lHak lCipta. lYang ldimaksud lpencipta lharus lmempunyai lkualifikasi 

ltertentu lagar lhasil lkaryanya ldapat ldilindungi. lSeorang lpencipta lharus 

lmempunyai lidentitas ldan lstatus luntuk lmenentukan lkepemilikan lhak. lPada 

                                                           
14

Muhammad lDjumhana ldan lR. lDjubaedillah l2003, lHak lMilik lIntelektual 

lSejarah, lTeori lDan lPrakteknya lDi lIndonesia lEdisi lRevisi. lCetakan lKetiga, lBandung:PT 

lCitra lAditya lBakti lhlm l59. 
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ldasarnya lseseorang lyang lmembuahkan lkarya ltertentu ladalah lseorang 

lpemilik lhak lcipta. lSedangkan lUndang-Undang lHak lCipta lmengatur lbahwa 

lyang lmenjadi lsubjek lhak lcipta lialah lpencipta ldan lpemegang lhak lcipta 

lyang ldiatur lpada lPasal l1 langka l2 ldan lPasal l1 langka l4, lyaitu: l 

“Pencipta ladalah lseorang latau lbeberapa lorang lyang lsecara lsendiri-sendiri 

latau lbersama-sama lmenghasilkan lsuatu lciptaan lyang lbersifat lkhas ldan 

lpribadi.” 

“Pemegang lhak lcipta ladalah lpencipta lsebagai lpemilik lhak lcipta, lpihak 

lyang lmenerima lhak ltersebut lsecara lsah ldari lpencipta, latau lpihak llain lyang 

lmenerima llebih llanjut lhak ldari lpihak lyang lmenerima lhak ltersebut lsecara 

lsah.” 

 Selain litu, lpada lPasal l31 lUndang-undang lHak lCipta lyang ldianggap 

lsebagai lpencipta lialah lorang lyang lnamanya: l 

a. lDisebut ldalam lciptaan; l 

b. lDinyatakan lsebagai lpencipta lpada lsuatu lciptaan; l 

c. lDisebutkan ldalam lsurat lpencatatan lciptaan; ldan/atau l 

d. lTercantum ldalam ldaftar lumum lciptaan lsebagai lpencipta. l 

 

 Dalam lkonteks lhukum lbagi lciptaan lyang lpenciptanya ltidak ldiketahui ldan 

lbelum ldilakukan lpengumuman, lhak lcipta latas lciptaan ltersebut ldipegang 

loleh lnegara luntuk lkepentingan lpencipta. lNamun, lapabila ltelah ldilakukan 

lpengumuman ltetapi ltidak ldiketahui lsiapa lpenciptanya latau lhanya 

lmenggunakan lnama lsamaran, lmaka lyang lmenjadi lpemegang lhak lcipta ldari 

lciptaan ltersebut lialah lpihak lyang lmelakukan lpengumuman luntuk 

lkepentingan lpencipta. lSelain litu, luntuk lciptaan lyang ltelah lditerbitkan, 
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lnamun ltidak ldiketahui lpencipta ldan lpihak lyang lmelakukan lpengumuman, 

lmaka lnegara lmemegang lhak lcipta latas lciptaan ltersebut luntuk lkepentingan 

lpencipta. 

b. lObjek lHak lCipta l 

 Hak lcipta lpada lprinsipnya lmelindungi lkarya lcipta lyang ldihasilkan loleh 

lindividu latau lbadan lhukum. lKarya lcipta lyang lmendapatkan lperlindungan 

lhak lcipta lyang lkemudian lmenjadi lobjek ldari lhak lcipta.
15

 lPada ldasarnya 

lyang ldapat ldijadikan lobjek lhukum ladalah lbenda lyang ldinyatakan ldalam 

lPasal l499 lKUHPerdata lbahwa lkebendaan lialah ltiap-tiap lbarang ldan 

ltiaptiap lhak lyang ldikuasai loleh lhak lmilik. lDalam lkaitannya ldengan lhak 

lcipta lyang lmenjadi lobjek lhak lcipta ladalah lciptaan. lCiptaan ladalah lhasil 

lkarya lpencipta lyang ldiekspresikan ldalam lbentuk lnyata ldan lmerupakan 

lhasil lpikiran lsendiri ldalam lbidang lilmu lpengetahuan, lseni, ldan lsastra. l 

 Menurut lMiller ldan lDavis, lpemberian lhak lcipta ldidasarkan lpada lkriterium 

lkeaslian latau lkemurnian lciptaan. lHal lyang lmenjadi lcatatan luntuk lharus 

ldiperhatikan ladalah lciptaan ltersebut lbenar-benar lberasal ldari lpencipta lyang 

lbersangkutan. lHak lcipta lmerupakan lhasil lkarya lintelektual lpencipta lbukan 

lhasil ldari lmenyalin latau lmeniru lkarya loranglain. lHak lcipta lsudah lcukup 

ljika lbisa lmenunjukkan lapabila lciptaan ltersebut ldibuat lsendiri loleh 

lpencipta, lwalaupun ltidak lbaru.
16

 

                                                           
15

Sujana lDonandi lS, l2019, lHukum lHak lKekayaan lIntelektual ldi lIndonesia, lCV lBudi 

lUtama, lYogyakarta, lhlm. l26 
16 lHulman lPanjaitan ldan lWetmen lSinaga l2010, lPerforming lRight lHak lCipta lAtas 

lKarya lMusik ldan lLagu lSerta lAspek lHukumnya, lInd lHill lCo, lJakarta, lhlm. l59. 
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 Sebagaimana lyang ldiatur ldi ldalam lUndang-undang lHak lCipta lbahwa lyang 

lmenjadi lobjek lperlindungan ldari lhak lcipta ldiatur lpada lPasal l2, lyaitu: l 

a. lSemua lciptaan ldan lproduk lhak lterkait lwarga lnegara, lpenduduk ldan 

lbadan lhukum lIndonesia; l 

b. lSemua lciptaan ldan lproduk lhak lterkait lbukan lwarga lnegara lIndonesia, 

lbukan lpenduduk lIndonesia, ldan lbukan lbadan lhukum lIndonesia lyang luntuk 

lpertama lkali ldilakukan lPengumuman ldi lIndonesia; l 

c. lSemua lciptaan ldan/atau lproduk lhak lterkait ldan lpengguna lciptaan 

ldan/atau lproduk lhak lterkait lbukan lwarga lnegara lIndonesia, lbukan lbadan 

lhukum lIndonesia ldengan lketentuan: l 

1. lNegaranya lmempunyai lperjanjian lbilateral ldengan lnegara lRepublik 

lIndonesia lmengenai lpelindungan lhak lcipta ldan lhak lterkait; latau l 

2. lNegaranya ldan lnegara lRepublik lIndonesia lmerupakan lpihak latau lpeserta 

ldalam lperjanjian lmultilaretal lyang lsama lmengenai lpelindungan lhak lcipta 

ldan lhak lterkait. l 

Ciptaan lyang ldilindungi lmeliputi lciptaan lyang lada ldalam lbidang lilmu 

lpengetahuan, lseni, ldan lsastra ldiatur lpada lPasal l40 lUndang-undang lHak 

lCipta lyang lmeliputi lkarya: l 

a. lBuku, lpamflet, lperwajahan lkarya ltulis lyang lditerbitkan, ldan lsemua lhasil 

lkarya ltulis llainnya; 

b. lCeramah, lkuliah, lpidato, ldan lciptaan lsejenis llainnya; 

c. lAlat lperaga lyang ldibuat luntuk lkepentingan lpendidikan ldan lilmu 

lpengetahuan; 

d. lLagu ldan/atau lmusik ldengan latau ltanpa lteks; 

e. lDrama, ldrama lmusikal, ltari, lkoreografi, lpewayangan, ldan lpantomim; 
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f. lKarya lseni lrupa ldalam lsegala lbentuk lseperti llukisan, lgambar, lukiran, 

lkaligrafi, lseni lpahat, lpatung, latau lkolase; 

g. lKarya lseni lterapan; 

h. lKarya larsitektur; 

i. lPeta 

j. lKarya lseni lbatik latau lseni lmotif llain; 

k. lKarya lfotografi; 

l. lPotret; 

m. lKarya lsinematografi; 

n. lTerjemahan, ltafsir, lsaduran, lbunga lrampai, lbasis ldata, ladaptasi, 

laransemen, lmodifikasi ldan lkarya llain ldari lhasil ltransformasi; 

o. lTerjemahan, ladaptasi, laransemen, ltransformasi, latau lmodifikasi lekspresi 

lbudaya ltradisional; l 

p. lKompilasi lciptaan latau ldata, lbaik ldalam lformat lyang ldapat ldibaca 

ldengan lprogram lkomputer lmaupun lmedia llainnya; l 

q. lKompilasi lekspresi lbudaya ltradisional lselama lkompilasi ltersebut 

lmerupakan lkarya lyang lasli; 

r. lPermainan lvideo; ldan 

s. lProgram lkomputer. 

Ciptaan lyang ltidak ldilindungi lhak lcipta ldiatur lpada lPasal l41 lUndang-

undang lHak lCipta, lmeliputi: l 

a. lHasil lkarya lyang lbelum ldiwujudkan ldalam lbentuk lnyata; l 
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b. lSetiap lide, lprosedur, lsistem, lmetode, lkonsep, lprinsip, ltemuan latau ldata 

lwalaupun ltelah ldiungkapkan, ldinyatakan, ldigambarkan, ldijelaskan, latau 

ldigabungkan ldalam lsebuah lciptaan; ldan l 

c. lAlat, lbenda,atau lproduk lyang ldiciptakan lhanya luntuk lmenyelesaikan 

lmasalah lteknis latau lyang lbentuknya lhanya lditujukan luntuk lkebutuhan 

lfungsional. l 

Sedangkan, lciptaan lyang ltidak lmengandung lhak lcipta lberupa: l 

a. lHasil lrapat lterbuka llembaga lnegara; 

b. lPeraturan lperundang-undangan; 

c. lPidato lkenegaraan latau lpidato lpejabat lpemerintah; 

d. lPutusan lpengadilan latau lpenetapan lhakim; 

e. lKitab lsuci latau lsimbol lkeagamaan. 

 

2.2.4 Sifat Hak Cipta  

 Hak lcipta ladalah lsuatu lhak lyang ltimbul lsetelah ladanya lkarya lyang 

lmemiliki lbentuk ldengan lkata llain ltelah lnyata latau lberwujud. lLebih llanjut, 

lOtto lHasibuan lmengemukakan lbahwa ldari lsegala lkeunikan ldan 

lkekhasannya, ldiketahui lbeberapa lciri latau lsifat ldasar lyang lmelekat lpada 

lhak lcipta, lyaitu:
17

 

  

                                                           
17 lOtto lHasibuan l2014, lHak lCipta lDi lIndonesia lTinjauan lKhusus lHak lCipta 

lLagu, lNeighbouring lRights, ldan lCollecting lSociety, lPT. lAlumni, lBandung, lhlm l72. 
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1. lHak lCipta lsebagai lHak lMilik l(property lright); l 

2. lHak lcipta ladalah lhak lyang lterbatas lwaktunya l(limited lduration); l 

3. lHak lcipta ladalah lsebuah lhak lyang lbersifat leksklusif l(exclusive lright); 

ldan l 

4. lHak lcipta ladalah lsebuah lkumpulan lhak ldidalam lsebuah lkarya l(a 

lmultiple lright, la lbundle lof lrights lin lone lwork). l 

Sedangkan lsecara lkhusus lAbdulkadir lMuhammad lmengemukakan lbahwa 

lsifat lhukum lhak lcipta, lsebagai lberikut:
18

 

1. lBenda lbergerak limmateril; l 

2. lHak lcipta ldapat ldibagi;dan l 

3. lTidak ldapat ldisita. l 

 Hukum lIndonesia lsecara ljelas lmengatur lmengenai lsifat lhak lcipta lyang 

ldapat ldilihat lpada lPasal l16 layat l(1) lUndang-undang lHak lCipta lyang 

lmenentukan lbahwa lhak lcipta lmerupakan lbenda lbergerak lyang ltidak 

lberwujud. lHak lcipta ldapat lberalih ldan ldialihkan lbaik lseluruhnya lmaupun 

lsebagian lkarena lpewarisan, lhibah, lwakaf, lwasiat, lperjanjian ltertulis latau 

lsebab llain lyang ldibenarkan lsesuai ldengan lperaturan lperundang-undangan. 

2.2.5 lPerlindungan lHak lMoral, lHak lEkonomi, ldan lHak lTerkait l 
 

a. lHak lMoral l 

 

 Hak lcipta lsebagai lhak leksklusif lmengandung ldua lesensi lhak, lyang lterdiri 

latas lhak lmoral l(moral lrights) ldan lhak lekonomi l(economic lrights). lHak 

lmoral llebih ldiarahkan lkepada lhak lyang lmelindungi lkepentingan lpribadi 

                                                           
18 lAbdulkadir lMuhammad l2001, lKajian lHukum lEkonomi lHak lKekayaan 

lIntelektual, lBandung. lhlm. l69. 
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ldari lsi lpencipta. lKonvensi lBern lmengatur lseperangkat lhak lyang ldikenal 

ldengan lhak-hak lmoral lyang ldiatur lpada lPasal l6 lbis, lyaitu:
19

 

“Hak lpencipta luntuk ldinyatakan lsebagai lpencipta l(right lto lbe lidentified las 

lthe lauthor/maternity lright) ldan lhak lpencipta luntuk lkeberatan latas 

lmodifikasi-modifikasi ltertentu ldan ltindakan-tindakan llain lyang lmerendahkan 

lciptaan l(integrity lright).” l 

Hak lmoral ladalah lhak lpencipta lyang lterdiri ldari ldua ljenis lhak lmeliputi:
20

 
 

1. lHak lMaternitas l 

 Hak lmaternitas latau lmaternity lright ladalah lhak lpencipta luntuk 

ldiidentifikasi lsebagai lpencipta l(right lto lbe lidentified las lthe lauthor). lSuatu 

lidentitas ltidak ldapat ldialihkan ltermasuk lpewarisan lkarena lbersifat lmelekat 

lpada lperson lpencipta. lHak lmoral ladalah lhak lyang lmelekat lpada ldiri 

lpencipta lyang lbersifat labadi, lwalaupun lpencipta ltelah lmeninggal ldunia 

lsetidaknya lsampai lberakhirnya lhak-hak lekonomi. l 

2. lHak lIntegritas 

 Hak lintegritas ladalah lhak lpencipta latas lkeutuhan lkarya lyang lberperan 

luntuk lmelindungi lreputasi lpencipta. lHak latas lintegritas ldianggap lsebagai 

lhak lmoral lyang lberkepentingan lpraktis lamat lbesar, ldan lhak lini lbiasanya 

ldibatasi luntuk ltindakan-tindakan lyang lmerendahkan ldari lpencipta. lDalam 

lPasal l6 lbis lKonvensi lBern lbahwa lhak latas lintegritas lhanya lmengizinkan 

lpencipta luntuk lprotes lterhadap lperubahan lkarya lyang lbisa lberdampak lpada 

l“kehormatan latau lreputasi”. l 

                                                           
19

R. lDiah lImaningrum lSusanti, l2017, lHak lCipta lKajian lFilosofis ldan lHistoris, lSetara 

lPress, lMalang, lhlm. l40. 
20

Ibid, lhlm l41. 
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 Oleh lkarena litu, lPasal l7 lUndang-undang lHak lCipta lmelindungi lhak lmoral 

lpencipta lyang ldapat lmemiliki: l 

1. lInformasi lmanajemen lhak lcipta; lmeliputi linformasi ltentang lmetode latau 

lsistem lyang ldapat lmengidentifikasi loriginalitas lsubstansi lciptaan ldan 

lpenciptanya lserta lkode linformasi ldan lkode lakses. l 

2. lInformasi lelektronik lhak lcipta; lmeliputi linformasi ltentang lsuatu lciptaan 

lyang lmuncul ldan lmelekat lsecara lelektronik ldalam lhubungan ldengan 

lkegiatan lpengumuman lciptaan, lnama lpencipta laliasnya latau lnama lsamaran, 

lpencipta lsebagai lpemegang lhak lcipta, lmasa ldan lkondisi lpengunaan 

lciptaan, lnomor ldan lkode linformasi. l 

 

 Pelaksanaan lhak lmoral lbergantung lpada linisiatif lpencipta lkarya, lorang 

lyang lmungkin lmemiliki lmotivasi lterkuat luntuk lmengintervensi lkepentingan 

lsendiri. lMaka ldari litu, lhak lmoral luntuk lmendukung lkelangsungan lhidup 

lpencipta ldengan lhak lekonomi ldalam lhak lcipta. 

 

 Mengenai lmasa lberlaku lhak lmoral lpencipta lberlaku ltanpa lbatas ldalam lhal 

ltetap lmencantumkan latau ltidak lmencantumkan lnamanya lpada lsalinan lyang 

lsehubungan ldengan lpemakaian lciptaannya luntuk lumum, lmenggunakan 

lnama lalias latau lsamaran, ldan lmempertahankan lhaknya ldalam lhal lterjadi 

ldistorsi lciptaan, lmutilasi lciptaan, lmodifikasi lciptaan, latau lhal llain lyang 

lbersifat lmerugikan lkehormatan ldiri latau lreputasi lpencipta. lSedangkan, lhak 

lmoral luntuk lmengubah lciptaan lsesuai ldengan lkepatutan ldalam lmasyarakat, 

lmengubah ljudul ldan lanak ljudul lciptaan, lmasa lberlaku lhak lmoral lselama 

lberlangsungnya ljangka lwaktu lhak lcipta latas lciptaan lyang lbersangkutan. 
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b. lHak lEkonomi l 

 Hak lekonomi ladalah lhak leksklusif lpencipta latau lpemegang lhak lcipta 

luntuk lmemperoleh lmanfaat lekonomi. lMenurut lMira. lT. lSunjana, lhak 

lekonomi ladalah lbagian ldari lgenerasi lkedua ldari lhak l“kesejahteraan”, lyang 

lposisinya ladalah lsama lmendasarnya ldengan lhak lpolitik.
21

 lPada lPasal l9 

lUndang-undang lHak lCipta ldiatur lmengenai lhak lekonomi ldari lpencipta 

latau lpemegang lhak lcipta, lyaitu: l 

1. lPenerbitan lciptaan; l 

2. lPenggandaan lciptaan ldalam lsegala lbentuknya; l 

3. lPenerjemahan lciptaan; l 

4. lPengadaptasian, lpengaransemenan, latau lpentransformasian lciptaan; l 

5. lPendistribusian lciptaan latau lsalinannya; l 

6. lPertunjukan lciptaan; 

7. lPengumuman lciptaan; l 

8. lKomunikasi lciptaan; ldan l 

9. lPenyewaan lciptaan. 

 

 Di lantara lsembilan lhak lekonomi lyang ldimiliki loleh lpencipta latau 

lpemegang lhak lcipta, lhak lyang lpaling lbanyak ldilanggar loleh lmasyarakat 

ladalah lhak luntuk lmelakukan lpengumuman lciptaan lutamanya lterkait lhak 

lcipta llagu/musik. lPada lPasal l1 langka l11 lUndang-undang lHak lCipta 

lmemberikan ldefinisi lmengenai lpengumuman latau ldikenal ldengan lhak luntuk 

lmengumumkan l(performing lright) ladalah lpembacaan, lpenyiaran, lpameran, 

lsuatu lciptaan ldengan lmenggunakan lalat lapapun lbaik lelektronik latau lnon 

lelektronik latau lmelakukan ldengan lcara lapapun lsehingga lsuatu lciptaan 

ldapat ldibaca, ldidengar, latau ldilihat lorang llain. lHak luntuk lmelakukan 

                                                           
21

R. lDiah lImaningrum lSusanti l2017, lHak lCipta lKajian lFilosofis ldan lHistoris, lPress, 

lMalang, lhlm. l53. 
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lpengumuman lhanya ldapat ldilakukan loleh lpencipta llagu/pemegang lhak lcipta 

lsebagai lpemilik ldari lsuatu llagu/musik. l 

 

 Hak lekonomi lsuatu lciptaan ltetap lberada lditangan lpencipta latau lpemegang 

lhak lcipta lselama lseluruh lhak lekonomi ltersebut ltidak ldialihkan lkepada 

lpenerima lpengalihan lhak latas lciptaan. lSedangkan lmengenai lmasa lberlaku 

lhak lekonomi latas lciptaan lbuku, lpamflet, ldan lsemua lhasil lkarya ltulis 

llainnya, lceramah, lkuliah, lpidato, ldan lciptaan lsejenis llainnya, lalat lperaga 

lyang ldibuat luntuk lkepentingan lpendidikan ldan lilmu lpengetahuan, llagu latau 

lmusik ldengan latau ltanpa lteks, ldrama, ldrama lmusikal, ltari, lkoreografi, 

lpewayangan, ldan lpantomim, lkarya lseni lrupa ldalamsegala lbentuk lseperti 

llukisan, lgambar, lukiran, lkaligrafi, lseni lpahat, lpatung latau lkolase, lkarya 

larsitektur, lpeta ldan lkarya lseni lbatik latau lseni lmotif llain lberlaku lselama 

lpencipta lhidup ldan lterus lberlangsung lselama l70 l(tujuh lpuluh) ltahun 

lsetelah lpencipta lmeninggal ldunia, lterhitung lmulai ltanggal l1 lJanuari ltahun 

lberikutnya. l 

 

 Ciptaan lyang ldipegang latau ldimiliki loleh lbadan lhukum lberlaku lselama l50 

l(lima lpuluh) ltahun lsejak lpertama lkali ldilakukan lpengumuman. lUntuk ljenis 

lciptaan lekspresi lbudaya ltradisional lyang ldipegang loleh lnegara lmasa 

lberlakunya ltanpa lbatas lwaktu. lUntuk lciptaan lyang lpenciptanya ltidak 

ldiketahui, ldipegang loleh lnegara ldan lciptaan lyang ldilaksanakan loleh lpihak 

lyang lmelakukan lpengumuman, lmaka lmasa lberlakunya lselama l50 ltahun 

lsejak lciptaan ltersebut lpertama lkali ldilakukan lpengumuman. 
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c. lHak lTerkait l 
 

 Selain lmemunculkan lhak lmoral ldan lhak lekonomi, ldalam lhak lcipta ljuga 

ldikenal lhak lterkait. lHak lterkait lditujukan lbukan lkepada lpenciptanya, 

lmelainkan lkepada lpihak-pihak lyang lturut lserta ldalam lpublikasi lsuatu 

lciptaan. l 

 

 Ciptaan lyang ldilindungi lhak lterkait lsangat lbanyak lberhubungan ldengan 

lperangkat lteknologi, lmisalnya lfasilitas lrekaman, lfasilitas lpertunjukan, ldan 

lsebagainya. lPerlindungan lhak lterkait latau lneighbouring lright lini lsecara 

lkhusus ltertuju lhanyakepada lorang-orang lyang lberkecimpung ldalam lbidang 

lpertunjukan, lperekaman ldan lbadan lpenyiaran. lKetiga lpihak lyang ldilindungi 

ltersebut lmempunyai lhak ltertentu.
22

 lElemen-elemen lhak lterkait lmeliputi: 

a. lHak lmoral lpelaku lpertunjukan lialah lhak lyang lmelekat ldan ltidak ldapat 

ldihilangkan lpada lpelaku lpertunjukan luntuk lalasan lapapun lmeskipun ltelah 

ldialihkan lhak lekonominya, lmeliputi lhak luntuk ltetap lmencantumkan 

lnamanya lsebagai lpelaku lpertunjukan lserta ltidak ldilakukannya ldistorsi 

lciptaan, lmutilasi lciptaan, lmodifikasi lciptaan latau lhal-hal lyang lbersifat 

lmerugikan lreputasinya. l 

b. lHak lekonomi lpemain lpertunjukan lmencakup lhak luntuk lmelaksanakan 

lsendiri, lmemberikan lizin latau lmelarang lpihak llain luntuk lmelakukan 

lpenyiaran latas lpertunjukan, lfiksasi ldari lpertunjukannya lyang lbelum 

ldifiksasi, lpenggandaan latas lfiksasi lpertunjukannya ldengan lcara latau lbentuk 

                                                           
22 lMuhamad lDjumhana ldan lDjubaedillah l2003, lHak lMilik lIntelektual lSejarah, lTeori 

lDan lPrakteknya lDi lIndonesia lEdisi lRevisi. lCetakan lKetiga, lBandung:PT lCitra lAditya 

lBakti lhlm. l95. 
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lapapun, lpendistribusian latas lfiksasi lpertunjukan latau lsalinannya lkepada 

lpublik, ldan lpenyediaan latas lfiksasi lpertunjukan lyang ldiakses lpublik. l 

c. lHak lekonomi lproduser lfonogram lmeliputi lhak lmelaksanakan lsendiri, 

lmemberikan lizin, latau lmelarang lpihak llain luntuk lmelakukan lpenggandaan 

latas lfonogram ldengan lcara lataubentuk lapapun, lpendistribusian latas 

lfonogram lasli latau lsalinannya, lpenyewaan lkepada lpublik latas lsalinan 

lfonogram, ldan lpenyediaan latas lfonogram lyang ldapat ldiakses lke lpublik. l 

d. lHak lekonomi llembaga lpenyiaran lmeliputi lhak lmelaksanakan lsendiri, 

lmemberikan lizin, latau lmelarang lpihak llain luntuk lmelakukan lpenyiaran 

lulang lsiaran, lkomunikasi lsiaran, lfiksasi lsiaran ldan/atau lpenggandaan lfiksasi 

lsiaran. l 

 

 Hukum lIndonesia lmengatur lsecara ljelas lmengenai lperlindungan lhak 

lekonomi lberlaku lselama l50 ltahun lbagi lpelaku lpertunjukan lsejak 

lpertunjukan ldifiksasi ldalam lbentuk lfonogram latau laudiovisual. lPada 

lproduser lfonogram lperlindungan lhak lekonomi lberlaku lselama l50 ltahun 

lsejak lfonogramnya ldifiksasi. lSedangkan, lpada llembaga lpenyiaran 

lperlindungan lberlaku lselama l20 ltahun lsejak lkarya lsiarannya lpertama lkali 

ldisiarkan. l 

 

2.2.6 lLisensi l 
 

 Pada lPasal l1 langka l20 lUndang-undang lHak lCipta lbahwa llisensi 

lmerupakan lizin ltertulis lyang ldiberikan loleh lpemegang lhak lcipta latau 

lpemilik lhak lterkait lkepada lpihak llain luntuk lmelaksanakan lhak lekonomi 

latas lciptaannya latau lproduk lhak lterkait ldengan lsyarat ltertentu. lPemegang 
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lhak lcipta latau lpemilik lhak lterkait ldapat lmelaksanakan lsendiri latau 

lmemberikan llisensi lkepada lpihak lketiga luntukmelaksanakan lhak leksklusif 

lyang lberlaku lselama ljangka lwaktu ltertentu ldan ltidak lmelebihi lmasa 

lberlaku lhak lcipta ldan lhak lterkait. l 

 

 Perjanjian llisensi lhak lcipta lharus ldibuat lsecara ltertulis lyang lbertujuan 

luntuk lmemudahkan lpembuktian lbahwa ladanya lperjanjian llisensi lhak 

lcipta.
23

 lBentuk llisensi lberupa lsuatu lperjanjian lsehingga lharus lmemenuhi 

lsyarat lsah lperjanjian lyang ltelah lditetapkan lpada lPasal l1320 lKUHPerdata, 

lyaitu: l 

1. lKesepakatan; l 

2. lKecakapan; l 

3. lHal ltertentu; l 

4. lSebab lyang lhalal. l 

 

 Selain litu, lperjanjian llisensi ltidak lboleh lbertentangan ldengan laturan lhukum 

lyang lberlaku lbaik lhukum linternasional, lhukum lnasional lataupun lhukum 

ladat. lPelaksanaan lperjanjian llisensi ldisertai ldengan lkewajiban lbagi lpihak 

lpenerima llisensi luntuk lmemberikan lroyalti lkepada lpemegang lhak lcipta 

latau lpemilik lhak lterkait lselama ljangka lwaktu llisensi ldengan lpenentuan 

lbesaran ldan ltata lcara lpemberian lroyalti ldilakukan lberdasarkan lperjanjian 

llisensi ldengan lmemperhatikan lkelaziman lpraktik lyang lberlaku ldan 

lmemenuhi lunsur lkeadilan. lRoyalti lmenurut lUndang-undang lHak lCipta 

ladalah limbalan latas lpemanfaatan lhak lekonomi lsuatu lciptaan latau lproduk 

                                                           
23

Gatot lSupramono, l2018, lHak lCipta ldan lAspek-Aspek lHukumnya, lPT. lRineka lCipta, 

lJakarta, lhlm. l50. 
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lhak lterkait lyang lditerima loleh lpencipta latau lpemilik lhak lterkait. lAdapun 

lhal-hal lyang ldilarang ldalam lperjanjian llisensi, lyaitu: 

a. lMemuat lketentuan lyang lmengakibatkan lkerugian lperekonomian lIndonesia. 

l 

b. lIsi lperjanjian lbertentangan ldengan lketentuan lperaturan lperundang-

undangan. l 

c. lMenjadi lsarana luntuk lmenghilangkan latau lmengambil lalih lseluruh lhak 

lpencipta latas lciptaannya. l 

 

 Pada lPasal l84 lUndang-undang lHak lCipta ldiatur lmengenai llisensi lwajib 

lyang lmerupakan lizin luntuk lmelakukan lpenerjemahan latau lpenggandaan 

lciptaan ldalam lbidang lilmu lpengetahuan ldan lsastra lyang ldiberikan 

lberdasarkan lkeputusan lmenteri latas ldasar lpermohonan luntuk lkepentingan 

lpendidikan latau lilmu lpengetahuan ldan ljuga lkegiatan lpenelitian ldan 

lpengembangan. lPengajuan lpermohonan llisensi lwajib ldapat ldiajukan 

lterhadap lciptaan ldalam lbidang lilmu lpengetahuan ldan lsastra luntuk lsuatu 

lkepentingan. lPelaksanaan llisensi lwajib ldilaksanakan lsetelah l3 l(tiga) ltahun 

lsejak lciptaan ltersebut ltelah ldilakukan lpengumuman ldan lbelum lpernah 

ldilakukan lpenerjemahan lke ldalam lBahasa lIndonesia. l 

 

2.2.7 lPengertian lRoyalti l 
 

  Definisi lyang ldiberikan lPeraturan-Pemerintah lNomor l56 lTahun l2021 

ltentang lPengelolaan lRoyalti lHak lCipta lLagu ldan/atau lMusik lPasal l1 lAyat 

l(1), lyang lmemberikan lpengertian lRoyalti ladalah l“imbalan latas lpemanfaatan 

lhak lekonomi lsuatu lCiptaan latau lproduk lHak lTerkait lyang lditerima loleh 

lPencipta latau lpemilik lHak lTerkait.” l 
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 Pengelolaan lRoyalti ladalah l“penarikan, lpenghimpunan, ldan lpendistribusian 

lRoyalti lHak lCipta lLagu ldan/atau lMusik”. l 

 

 Dibidang lkarya lcipta lmusik, lterminologi lroyalti ladalah lsuatu lpembayaran 

lyang ldilakukan loleh lpengelola lhak lcipta, lberbentuk luang lkepada lpemilik 

lhak lcipta latau lpemegang lhak lcipta latas lizin lyang ltelah ldiberukan luntuk 

lmengeksploitasi lsuatu lkarya lcipta. lDengan ldemikian lpemegang lhak lcipta 

lsuatu lkarya lcipta lmusik lsebagai lsalah lsatu lbentuk lkarya lintelektual 

lmanusia lyang lmendapatkan lperlindungan lhukum, lharus lmendapat 

lkenikmatan lberupa l18 lpembayaran lroyalti lsebagai lkonsekuensi ldari 

lpenggunaan ljasa/karya lorang llain lyang lmenurut lundang-undang lmerupakan 

lhak leksklusif. 

 

 Royalti ladalah lsuatu ljumlah lyang ldibayarkan latau lterulang ldengan lcara 

latau lperhitungan lapa lpun, lbaik ldilakukan lsecara lberkala lmaupun ltidak, 

lsebagai limbalan latas:
24

 l1) lPenggunaan latau lhak lmenggunakan lhak lcipta ldi 

lbidang lkesusateraan, lkesenian latau lkarya lilmiah, lpaten, ldesain latau lmodel, 

lrencana, lformula latau lproses lrahasia, lmerek ldagang, latau lbentuk lhak 

lkekayaan lintelektual latau lindustrial latau lhak lserupa llainnya. l2) 

lPenggunaan latau lhak lmenggunakan lperalatan latau lperlengkapan lindustrial, 

lkomersial latau lilmiah. l3) lPemberian lpengetahuan latau linformasi ldi lbidang 

lilmiah, lteknikal, lindustrial latau lkomersial. l4) lPemberian lbantuan ltambahan 

latau lpelengkap lsehubungan ldengan lpenggunaan latau lhak lmenggunakan 

lhak-hak ltersebut lpada langka. l5) lPenggunaan latau lhak lmenggunakan 

                                                           
24

Kesowo, lBambang, lHak lCipta, lPaten, lMerek, lRoyalti lPengaturan lPemahaman ldan 

lPelaksanaan, l(Jakarta: lYayasan lPusat lPengkajian lHukum l1993) lhlm l8. 
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lperalatan/perlengkapan ltersebut lpada langka l6) latau lpemberian lpengetahuan 

linformasi ltersebut lpada langka l3) lberupa: 

a. lPenerimaan latau lhak lrekaman lgambar latau lrekaman lsuara latau 

lkeduanya, lyang ldisalurkan lkepada lmasyarakat lmelalui lsatelit, lkabel, lserat 

loptik, latau lteknologi lyang lserupa; l 

b. lPenggunaan latau lhak lmenggunakan lrekaman lgambar latau lrekaman lsuara 

latau lkeduanya, luntuk lsiaran ltelevisi latau lradio lyang ldisiarkan/dipancarkan 

lmelalui lsatelit, lkabel, lserat loptik, latau lteknologi lyang lserupa, l 

c. lPenggunaan latau lhak lmenggunkan lsebagian latau lseluruh lspektrum lradio 

lkomunikasi, l 

d. lPenggunaan latau lhak lmenggunakan lfilm lgambar lhidup l(motion lpicture 

lfilms), lfilm latau lpita lvideo luntuk lsiaran ltelevisi, latau lpita lsuara luntuk 

lsiaran lradio, l 

e. lPelepasan lseluruhnya latau lsebagian lhak lyang lberkenaan ldengan 

lpenggunaan latau lpemberian lhak lkekayaan lintelektual/industrial latau lhak-

hak llainnya, lsebagaimana ltersebut ldi latas. 

 Sebuah lhasil lkarya lakan lmendatangkan lmanfaat, lterlebih llagi lbagi lkegiatan 

lperekonomian ldimana lhasil lkarya lyang lsudah ldisebarluaskan lkepada lpublik 

lakan lmemperoleh lkeuntungan l(profit). lNamun ldalam lmengambil 

lkeuntungan lini, ltidak ljarang lada lsegelintir lorang lingin lmemanfaatkan latas 

lhasil lkarya lorang llain ldengan linstan. lDimana lmereka lmemanfaatkan lkarya 

latau lciptaan lorang ltanpa lizin, lsehingga lmenimbulkan lkegiatan leksploitasi 

lkarya. 

 Kegiatan leksploitasi lkarya latau lhak lcipta lakan lsah ldimata lhukum ljika 

lmemperoleh lkeuntungan latau lmanfaat lekonomi, lyang ldilakukan lpencipta 
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latau lorang llain lyang ldiberikan lizin latau llisensi
25

. lDalam lmendapatkan 

lkeuntungan latas lhasil lkarya lcipta lperlu ladanya lpembayaran lroyalti. lRoyalti 

lmerupakan lbagian ldari lproduk latau llaba lyang lditerima loleh lpemilik lhak 

lcipta lyang lmemberi lizin lkepada lpihak llain lbagi lyang lmenggunakan lhak 

lciptanya
26

. 

 Secara lumum lperjanjian lroyalti ltertera lpada lPasal l1320 lKUHPerdata 

ltentang lsyarat lsahnya lsuatu lperjanjian lyang lberisi la) lKesepakatan lmereka 

lyang lmengikatkan ldirinya; lb) lKecakapan luntuk lmembuat lsuatu lperikatan; 

lc) lSuatu lpokok lpersoalan ltertentu; ld) lSuatu lsebab lyang ltidak lterlarang. 

lPada lPasal l1338 lKUHPerdata lyang lberisi, lsemua lpersetujuan lyang ldibuat 

lsesuai ldengan lundang-undang, lyang lmana ldalam lpersetujuan lini ltidak 

ldapat lditarik lkembali lselain ldengan lkesepakatan lkedua lbelah lpihak, latau 

lkarena lalasan-alasan lyang lditentukan loleh lundang-undang. lDengan 

lpersetujuan lharus ldilaksanakan ldengan litikad lbaik. 

 

2.2.8 lUnsur-Unsur lRoyalti l 

 Hak lyang ldimiliki lpencipta latau lkomposer luntuk lmengumumkan latau 

lmemperbanyak lmusik latau llagu lyang ldiciptakan latau ldapat ljuga lmemberi 

lijin lberupa llisensi lkepada lpihak llain luntuk lmengumumkan latau 

lmemperbanyak lmusik latau llagu lciptaannya ldisebut lsebagai lhak lekonomi 

lpencipta. lMengenai lhak lekonomi, lUndang-undang lNomor l28 lTahun l2014 

ltentang lHak lCipta ltidak lmenyebutkan lsecara ltegas lpasal lmengenai 

                                                           
25

Otto lHasibuan, l2008, lHak lCipta lDi lIndonesia lTinjauan lKhusus lHak lCipta lLagu, 

lNeighbouring lRights, lDan lCollecting lSociety, lBandung, lPT lAlumni, lhlm l151. 
26

Hulman lPanjaian ldan lWetman lSinaga, l2011, lPerforming lRight lHak lCipta lAtas lKarya 

lMusik ldan lLagu lSerta lAspek lHukumnya, lJakarta, lIND lHILL lCO, lHlm l118. 
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lpengaturan lhak lekonomi lpencipta. lDasar ldari lketentuan ltersebut lsecara 

limplisit lterdapat lpada lPasal l2 ldan lPasal l3 lmengenai lFungsi ldan lSifat lHak 

lCipta. l 

 

 Hak lekonomi ladalah lhak lyang ldimiliki lseorang lpencipta luntuk ldapat 

lmengeksploitasi lhasil lciptaannya ldan lmendapatkan lkeuntungan ldari lhasil 

leksploitasi lciptaannya lyang lterdiri ldari: l 

a. lPerforming lRight l(Hak lMengumumkan) l 

 Hak lini ldimiliki loleh lpemusik, ldramawan lmaupun lseniman llainnya lyang 

lkaryanya lterungkap ldalam lbentuk lpertunjukan. lPengaturannya lterdapat 

ldalam lKonvensi lBerne ldan lUCC l(Universal lCopyright lConvention) lbahkan 

ldiatur lsecara ltersendiri ldalam lKonvensi lRoma1961. lUntuk lmengurus lhak 

lpertunjukan ldibentuk llembaga l“Performing lRight lSociety”, lyang 

lmengorganisasi lmusikus, lkomposer, lpencipta lserta lpenerbit lkarya lcipta 

lmusik llainnya lserta lmengumpulkan ldan lmendistribusikan lroyalti lkepada 

lpencipta. lDi lIndonesia, lyayasan lini ldisebut lYKCI l(Yayasan lKarya lCipta 

lIndonesia). 

b. lBroadcasting lRight l(Hak lMengumumkan/Hak lPenyiaran) l 

 Hak lmenyiarkan ldengan lmentransmisikan lsuatu lciptaan loleh lperalatan 

ltanpa lkabel. lHak lpenyiaran lmeliputi lpenyiaran lmeliputi lpenyiaran lulang 

ldan lmentransmisikan lulang. lHak lini ldiatur ldalam lKonvensi lBrussel l1974 

lyang ldikenal ldengan lRelating lto lDistribution lof lProgramme lCarrying 

lSignals ltransmitted lby lSatellite. 

c. lReproduction lRight l(Hak lMemproduksi/Hak lMemperbanyak) l 
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 Hak lreproduksi lsama ldengan lhak lperbanyakan, lhak lreproduksi ljuga 

lmencakup lperubahan lbentuk lciptaan lsatu lke lciptaan llainnya. lHak lini 

ldiatur ldalam lKonvensi lBerne, lUniversal lCopyright lConvention, lsehingga ldi 

lsetiap lnegara lyang lmemiliki lUndang-undang lHak lCipta lselalu 

lmencantumkan lhak ltersebut, lyakni: 

1) lMechanical lRight l(Hak lPenggunaan llagu luntuk lkaset, lCD ldan 

lsejenisnya). l 

2) lPrinting lRight l(Hak lmencetak llagu luntuk lbuku, lmajalah ldan lsejenisnya). 

3) lSyncronization lRight l(Hak lmenggunakan llagu luntuk lvideo, lfilm ldan 

lsejenisnya). l 

4) lAdvertising lRight l(Hak lmemproduksi llagu luntuk lkepentingan liklan lbaik 

luntuk lradio lmaupun ltelevisi lkomersial). 

 

d. lDistribution lRight l(Hak lmengumumkan/Hak lpenyebaran/Hak ldistribusi). l 

 WPPT l(WIPO lPerformances land lPhonograms lTreaty) lyang ldisahkan lpada 

ltanggal l20 lDesember l1996 lmengatakan, lyang lmenyangkut lhak-hak lpelaku 

l(performers) lini ldibagi lmenjadi l2, lyaitu: l 

a. lHak lMoral lPelaku l 

1) lPelaku lmemiliki lhak lmoral latas lpertunjukan llangsung lyang ldilakukannya 

latau latas lpertunjukan lyang ldirekam ldalam lmedia lphonogram, lsekalipun 

lhak lekonomi latas lkarya lpertunjukan ltersebut ltelah ldialihkan. lHak lmoral 

lmeliputi lhak luntuk ldisebut lnamanya latau ldinyatakan lsebagai lpelaku latas 

lkarya lpertunjukannya, lkecuali lbila lsifat lpenggunaan lkarya lpertunjukannya 

ltidak lmemungkinkan luntuk lmenyebutkan lidentitas lpelaku lyang 

lbersangkutan. lHak lMoral ljuga lmencakup lhak luntuk lmenyatakan lkeberatan 

lterhadap ltindakan lperusakan, lpemotongan latau lperubahan lkarya lpertunjukan 

lbersifat lmerugikan lnama lbaik latau lreputasinya. l 
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2) lHak lmoral lberlangsung lsekurang-kurangnya lsampai ldengan lberakhirnya 

lhak lekonomi lsetelah lpelaku lmeninggal ldunia, ldan ldilaksanakan loleh lorang 

latau llembaga lyang lmenurut lketentuan lundang-undang lmemang lditunjuk 

luntuk litu. 

b. lHak lEkonomi lPelaku lPelaku lmemiliki lhak lkhusus luntuk lmelarang latau 

lmemberi lizin luntuk: l 

1) lMenyiarkan ldan lmenyampaikan lkepada lmasyarakat l(communication lto 

lthe lpublic). lKarya lsiaran lyang lbelum lselesai ldiwujudkan, lkecuali lbila 

lkarya lpertunjukan ltersebut lmemang lsudah lmerupakan lsiaran lpertunjukan. l 

2) lMewujudkan latau lmerekam lkarya lpertunjukan lyang lbelum ldi lrekam. 

 
Dari lhak lekonomi lpelaku, ldibagi llagi lmenjadi l4 l(empat) lhak: l 

1) lHak lReproduksi l(The lRight lof lreproduction) l 

Pelaku lmemiliki lhak lkhusus luntuk lmelarang latau lmemberi lijin 

lpenggandaan ldalam lsegala lbentuk ldan lcara, lbaik llangsung lmaupun ltidak 

llangsung, lkarya lpertunjukan lyang ltelah ldiwujudkan ldalam lrekaman. l 

 

2) lHak lDistribusi l(The lRight lof lDistribution) l 

a) lPelaku lberhak lmelarang latau lmemberi lijin luntuk lmenyediakan lrekaman 

lpertunjukan lasli latau lsalinannya lkepada lmasyarakat lbaik lmelalui lpenjualan 

latau lmelalui lcaracara lpengalihan lpemilikan llainnya. l 

b) lTraktat lini ltidak lmenghapuskan lkebebasan lnegara lpeserta luntuk 

lmenetapkan lkondisi, ljika lada, lapakah lakan lmenerapkan lprinsip lexhaustion 

latas lright lof ldistribution, lbaik lyang ldikaitkan ldengan lsaat lpertama lkali 
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ldilakukanpenjualan latau lpengalihan lkepemilikan lrekaman lasli latau 

lsalinannya ldengan lpersetujuan lpelaku. l 

 

3) lHak lSewa l(The lRight lof lRental) l 
 
a) lPelaku lberhak lmelarang latau lmemberi lijin lpenyewaan lsecara lkomersial 

lrekaman lasli lkarya lpertunjukan latau lsalinannya lsesuai ldengan lketentuan 

lsebagaimana lditetapkan ldalam lperaturan lperundang–undangan lnasional. lHak 

lserupa litu lberlaku lsekalipun lrekaman lkarya lpertunjukan ltelah ldiedarkan 

ldengan lpersetujuan lpelaku. l 

b) lNegara-negara lpeserta lTraktat lyang lpada ltanggal l15 lApril l1994 

lmemiliki ldan lmasih lmenerapkan lsistem lremunerasi l(pembagian lhasil) luntuk 

lpenyewaan lsalinan lrekaman lpertunjukan, ltetap ldapat lmelanjutkan lsistem 

ltersebut lsepanjang lpenyewaan ltersebut ltidak lmengganggu lhak lpelaku luntuk 

lmenggandakan lrekaman lkarya lpertunjukannya. l 

4) lHak lmemberi lkuasa luntuk ldisajikan lkepada lpublik l(Right lof lMaking 

lAvailable lof lFixed lPerformances) l 

 Pelaku lberhak luntuk lmelarang latau lmemberi lijin luntuk lmenyediakan 

lrekaman lpertunjukan, lbaik ldengan lmenggunakan lperalatan ldengan lkabel 

lmaupun lnon lkabel ldengan lcara lsedemikian lrupa, lsehingga lsetiap lorang 

ldapat lmenikmatinya ldari ltempat ldan lwaktu lyang ldipilihnya lsendiri. l 

 

 Dalam lrangka lmengeksploitasi lhasil lciptaannya ldan lmendapatkan 

lkeuntungan ldari lhasil leksploitasi lciptaannya, lcara luntuk lmendapatkan 

lpembayaran lroyalti ldari lpemakaian lhak lcipta ldilakukan lmelalui lsuatu 

lorganisasi. lOrganisasi lpemungut lroyalti ldibentuk luntuk lmenangani lhak 
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luntuk lmengumumkan lmemperdengarkan lmusik, lsecara llangsung lkepada 

lpara lpendengar latau lpenonton. l 

 

 Tujuan ldari lorganisasi lpemungut lroyalti lsudah lcukup ljelas lialah, luntuk 

lmemantau lpertunjukan lkarya lmusik ldi ltelevisi, lradio, lklab lmalam, ldiskotik 

ldan lsejenisnya ldi lbidang lhiburan. lSelanjutnya, luntuk lmelakukan lpenilaian 

lsedemikian lrupa, lsebagaimana lyang lditentukan loleh lsetiap llembaga 

lpemungut lroyalti, lberkenaan ldengan lpemutaran llagu lserta lmenagih 

lpembayaran latas lpenggunaan lciptaan lpara langgotanya, lkemudian 

lmendistribusikan lsecara llayak lpenghasilan lini lsetelah ldipotong lbiaya lyang 

ldisetujui lpara lpihak. l 

 

 Sentral ldari lhak lpengadministrasian lkolektif ladalah lblanket llicense,
27

 lsuatu 

llisensi lyang ldidasarkan lpada lperjanjian ltimbal lbalik lantara lorganisasi 

lpemungut lroyalti ldi lseluruh ldunia. lHal lini lmembuka lpintu lkepada 

lpemakai l(user) luntuk lmenggunakan ldaftar llagu l(repertoire) lmelalui 

ltindakan lhukum lsederhana, lyaitu lmengadakan lperjanjian ldengan lsatu 

lorganisasi lpemungut lroyalti latau ldengan lbeberapa lorganisasi lpemungut 

lroyalti llainnya. lFungsi lini ladalah luntuk lkepentingan lparapemakai lmusik, 

lkarena lorganisasi-organisasi lpemungut lroyalti lmengadakan lkontrak ldengan 

lpihak ldari ljaringan ldunia lyang lsama, lwalaupun lsebenarnya lorganisasi litu 

lsatu lsama llain ltidak lseluruhnya lsama, lnamun lmereka lsaling lterkait loleh 

lperjanjian ltimbal lbalik ltersebut ldi latas. 

                                                           
27

Gunnar lW.G. lKarnell, lCollecting lSocieties lin lMusic, lPhilosophy, lSucces land 

ldisadventages: lCollecting lSocieties lin lthe lMusic lBusiness., lhlm. l17, lsebagaimana 

ldikutip loleh lHendra lTanu lAtmadja, lHak lCipta lMusik latau lLagu, lPascasarjana lFakultas 

lHukum lUniversitas lIndonesia, lJakarta, l2003, lhlm. l307. 
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 Di lIndonesia, lorganisasi lpemungut lroyalti ldijalankan loleh lYKCI l(Yayasan 

lKarya lCipta lIndonesia), lyang lmelaksanakan lpengadministrasian lkolektif 

l(collective ladministration) latas lpemakaian lhak lcipta ldari lpara lpencipta 

llagu latau lmusik, lbaik lciptaan lIndonesia lmaupun lasing ldiatur lpada lPasal l5 

lUndang-undang lNomor l28 lTahun l2004 ltentang lYayasan lKarya lCipta 

lIndonesia. 

 
 Sistem lpemberian lizin ldalam lbentuk llisensi lkepada lpemakai l(user) lyang 

ldijalankan lYKCI l(Yayasan lKarya lCipta lIndonesia) ladalah lmenggunakan 

lsistem lblanket latau lpaket. lSetelah ldihitung lbesarnya lroyalti, lmaka lpemakai 

l(user) lmembayar luntuk lpemakaian lsatu ltahun ldi lmuka latas llagu lapa lsaja 

lyang ldikehendaki. lPada lakhir ltahun latau lsecara lberkala lselama lwaktu lsatu 

ltahun lberjalan, lpemakai l(user) lmemberikan ldaftar llagu lyang ldigunakannya 

lagar lsupaya lroyalti lyang ltelah ldibayarkan lakan lsampai lkepada lpencipta 

llagu lyang llagunya ldisiarkan latau ldiperdengarkan. l 

 

 Permasalahan ldalam lmekanisme lpengadministrasian lkolektif lterutama ldalam 

lpemungutan lroyalti latas lhak lmengumumkan l(performing lright) ladalah 

lperizinan lpara lpihak, lbaik luser, lpencipta latau lpemegang lhak lcipta ldari 

ldalam lataupun ldari lluar lnegeri, ldan ljuga ldari lYKCI lsendiri. l 

 

 Kendala lterbatasnya lwaktu ldan ltenaga lbila ldihadapkan ldengan lluasnya 

lwilayah lpenyebaran lpenggunaan lciptaan lmusik latau llagu l(sekalipun 

ldibatasi lpada lkegiatan lusaha ltertentu lseperti lhotel, lrestoran, lpub, lcafe, 

lmusic lroom, lperusahaan ljasa langkutan), lmemang ltidak lsederhana lbagi 
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lseorang lpencipta. lProblema lini ldiakui lsecara lluas, lbaik loleh lpara lpencipta 

lmaupun loleh lkalangan lpengguna lciptaan ldalam lkegiatan lusaha lmereka. 

lAda lbaiknya lmemperhatikan ldengan lsungguh-sungguh lpengembangan 

llembaga lpenunjang ldalam lrangkaian lkegiatan leksploitasi lhak lekonomi ldari 

lHak lCipta ltersebut. lDi lantaranya, ladalah llembaga lpenerbit lmusik 

latau“music lpublisher”. l 

 

 Keberadaan lpenerbit lmusik ldalam lindustri lrekaman lsuara lsudah lmerupakan 

lsuatu lkeharusan lmelihat lperkembangan lindustri ldan lkemajuan lteknologi 

ldewasa lini. lDengan lintensitas lroda lindustri lyang ltinggi, lketerampilan 

lmanajemen lbagi lpengelolaan lhak lcipta llagu lmutlak ldiperlukan. lUntuk litu, 

lsangat ldiperlukan lsistem lmanajemen ldan lsistem linformasi lyang lmemadai, 

lsehingga lkepentingan lproduser lrekaman ldalam lmengejar ltarget lproduksi 

lserta lkesempatan leksploitasi lhak lekonomi lpencipta llagu ldapat lterpenuhi 

ltanpa lmenimbulkan lfriksi lyang lmerugikan, lmaupun lkemungkinan lterjadinya 

lpelanggaran lhak lcipta.
28

 

 

 Organisasi lpenerbit lmusik latau l“publisher”, lberperan lsebagai lpemberi ljasa 

lmanajerial lterutama lbagi lpara lpencipta llagu. lPenerbit lmusik llazimnya 

lberoperasi latas ldasar lperjanjian lpemberian lkuasa lyang lditerima ldari 

lpencipta. lSeberapa lbesar latau lsejauh lmana ljangkauan lkegiatan lyang ldapat 

ldilakukan lpenerbit lmusik, ldengan lsendirinya lsangat ltergantung lkepada 

                                                           
28

Dimas lWahab, l“Implementasi lPerlindungan lHak lCipta ldan lKaitannya ldengan 

lKeberadaan lPenerbit lMusik ldalam lIndustri lRekaman lSuara”, lMakalah lyang ldisampaikan 

ldalam lSeminar ltentang lTata lCara lPenggunaan lKarya lCipta lLagu ldalam lKaitannya 

ldengan lUndangUndang lHak lCipta ldan lperlindungannya”, lJakarta: l27 lNovember l1998, 

lhlm. l5 
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lkuasa lyang ldiberikan lpencipta lsebagai lpemilik lhak lcipta. lPenerbit lmusik 

ldapat lbertindak lsebagai lpengelola lkarya lciptaan, lmemelihara lhak, ldan lbila 

ldikehendaki, ljuga ldalam lmempertahankan lhak ltersebut. l 

 

 Penerbit lmusik latau lpublisher ldalam lragam lkegiatannya ladalah lmewakili 

lPencipta lmelakukan lperundingan lperjanjian lyang lmenyangkut lpemberian 

lizin latau llisensi ldalam lhal lperbanyakan latau lpenggandaan lkarya lciptanya 

ldengan lperusahaan lrekaman, lserta lmengurus lsemua lhak ldan lsegala 

lkepentingan lpencipta. lPublisher lkemudian lmemberikan llaporan lhasil 

lpenerimaan lroyalti lkepada lpencipta. 

 

 Pembagian lhasil latau lfee lyang ldi lbagikan lantara lPencipta ldan lPublisher 

lbergantung lkepada lkesepakatan lkedua lbelah lpihak. l 

 

 Selain lmengurus lmasalah lmechanical lright lkomposer, lpenerbit lmusik ljuga 

lbertindak lmewakili lpencipta lyang lmemberinya lkuasa luntukmengurus 

lhakhaknya lyang lberkaitan ldengan lperforming lright lkepada lorganisasi 

lpemungut lroyalti. l 

 

 Sepintas ltugas lpenerbit lmusik ladalah lseperti l“agen” lbagi lpencipta lmusik 

ldan lbagi lkebanyakan lorang, ltermasuk ljuga lyang lberada ldalam llingkup 

lindustri lmusik, lfungsi lmusic lpublisher lhanyalah lmengurusi lmasalah lyang 

lberkaitan ldengan lrekaman, lkaset, lCD ldan llembar lmusik l(sheet lmusic). 
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lPadahal, lperanan lmusic lpublisher lmencangkup ltugas ldan ltanggung ljawab 

lyang llebih lluas, lterutama ldi lAmerika lSerikat lsebagai lberikut:
29

 

a. lMemperoleh lhak lcipta luntuk lkomposisi lmusik lserta lmemastikan llagu-

lagu lyang ldiwakilinya litu ljuga ldilindungi ldi lluar lnegeri. l 

b. lMengatur lpembuatan ldan lpendistribusian llembar lmusik l(sheet lmusic), 

lfolio, lkompilasi lpenulis llagu ldan lbuku-buku llain lyang lberorientasi lmusik. l 

c. lMenjamin lpenggunaan llagu-lagu luntuk ltujuan lkomersial ldi ltelevisi ldan 

lradio. l 

d. lMenggugat lpelanggar lyang lmelakukan lpelanggaran lterhadap lkomposisi 

lserta lmengadakan lnegosiasi luntuk lmenyelesaikan lsengketa lpelanggaran 

ltersebut. l 

e. lMendaftarkan llagu-lagu lke lHarry lFox lAgency, lASCAP, lBMI, lSESAC 

ldan lsemua lperwakilan lorganisasi lpemungut lroyalti llainnya, lsehingga lroyalti 

ldapat ldipungut ldari lhasil lrekaman, lkaset, lpenerimaan llagumelalui linternet 

l(download) ldan lpenjualan lCD, lRadio, ldemikian ljuga luntuk lpertunjukan ldi 

ltelevisi. l 

f. lMempromosikan lciptaan llagu-lagu lbaru ldengan ltujuan luntuk lmendukung 

ldan lmenumbuhkembangkan lpenulis llagu lbaru lyang lmenjanjikan. 

 

 Keberadaan llembaga lpenerbit lmusik lini lmemang lpositif lsifatnya, lwalaupun 

lsecara lgaris lbesar, lperan lpenerbit lmusik lini lmemang ltampil lseperti lsebagai 

lwakil ldalam lurusan l”bisnis” lpencipta. lSetidaknya, ldengan lmewakili 

lpencipta lmusik ldalam laspek l”bisnis” ldalam leksploitasi lhak lekonomi lyang 

                                                           
29 lJeffrey lBrabec land lTodd lBrabec, lMusic lMoney land lSuccess l- lThe lInsider’s lGuide 

lto lMaking lMoney lin lthe lMusic lIndustry, l(New lYork: lSchirmer lTrade lBooks, l2000) 

lhlm. l2 
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ldikandung ldalam lhak lcipta, lmaka lpencipta ldapat lterus lmemusatkan 

lperhatian lkepada lkegiatan lpenciptaan lmusik latau llagu. lDari lsegi lini, 

lkehadiran lpenerbit lmusik lbukan lhanya lbaik lbagi lpeningkatan ljumlah 

lciptaan lmusik latau llagu, ltetapi ljuga lmutu latau lkualitasnya.
30

 

 

 Karena lketerbatasan lwaktu, ltenaga ldan lluasnya lwilayah lpengguna lhak 

lcipta llagu latau lmusik, lPencipta ldalam lrangka luntuk lmengeksploitasi lhak 

lekonomi latas lhasil lciptaannya, lmembutuhkan lkeberadaan llembaga-lembaga 

lseperti llembaga lpenerbit lmusik latau lmusic lpublisher lmaupun llembaga 

lpengumpul lroyalti latau l“Collecting lsociety”. lKonsep lpengadministrasian 

lkolektif lhak lcipta ltimbul ladanya lhak lekslusif ldari lpemilik lhak lcipta, lyang 

lsecara lindividual ltidak lmempunyai lkapasitas luntuk lmemantau lsetiap 

lpemakaian lkarya lciptanya latau lmengadakan lnegosiasi ldengan lpemakai 

l(user) ldan lkemudian lmemungut lroyalti.
31

 

 

2.3 lTinjauan lUmum ltentang lLagu l 
 

2.3.1 lPengertian lLagu l 
 

 Dalam lUndang-undang lHak lCipta ltidak lditemukan ldefinisi ldari lhak lcipta 

llagu ldan/atau lmusik. lPada lPasal l40 layat l(1) lhuruf ld lUndang-undang lHak 

lCipta ldicantumkan lbahwa llagu ldan/atau lmusik ldengan latau ltanpa lteks 

lmerupakan lsalah lsatu lkarya lyang ldilindungi. lTerhadap llagu ldan/atau lmusik 

                                                           
30 lBambang lKesowo, l“Konsepsi lPengaturan lHak lCipta ltermasuk lHak-hak lyang lberkaitan 

ldengan lHak lCipta ldi lbidang lMusik ldan lPemanfaatannya”, lMakalah ldisampaikan ldalam 

lseminar l“Tata lCara lPenggunaan lKarya lCipta lLagu ldalam lKaitannya ldengan lUndang-

undang lHak lCipta ldan lPerlindungannya”, lJakarta, l27 lNovember l1998, lhlm. l8. 
31

WIPO, l“Collective ladministration lof lCopyright land lNeighboring lRights”, lMakalah lpada 

lOrientation lSeminar lon lCopyright land lNeighboring lRights, lGeneva: l6 l– l8 lOktober 

l1993, lhlm. l4. 
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lberlaku lsemua laturan lumum lyang ljuga lberlaku luntuk lkarya llainnya 

lkecuali ldiatur lsecara lkhusus ltidak lberlaku. l 

 

 Secara letimologi, llagu latau lmusik lpada ldasarnya lmemiliki larti lyang 

lberbeda. lLagu ladalah lkesatuan lmusik lyang lterdiri ldari lsusunan lbeberapa 

lnada lyang lberurutan. lTiap llagu lditentukan loleh lpanjang lpendek ldan ltinggi 

lrendahnya lnada-nada ltersebut. lSelain litu, lirama ljuga lmemberi lcorak 

ltertentu lpada lsebuah llagu. 

 Bintang lSanusi lmengemukakan lbahwa listilah lpopuler, lmusik ldiartikan 

lsebagai lcetusan lekspresi lisi lhati lyang ldikeluarkan lsecara lteratur ldalam 

lbentuk lbahasa lbunyi l(lagu). lApabila lcetusan lekspresi lisi lhati ldikeluarkan 

lmelalui lmulut ldisebut lvokal, ldan lapabila ldikeluarkan lmelalui lalat lmusik 

ldisebut linstrumental. lDalam lKamus lBesar lBahasa lIndonesia, llagu ladalah: l 

1) lRagam lsuara lyang lberirama l(dalam lbercakap, lbernyanyi, lmembaca ldan 

lsebagainya); l 

2) lNyanyian; l 

3) lRagam lnyanyi l(musik, lgamelan ldan lsebagainya); l 

4) lTingkah llaku, lcara, llagak; l 

 

Sedangkan, lmusik ladalah: l 

1) lIlmu latau lseni lmenyusun lnada latau lsuara ldalam lurutan lkombinasi ldan 

lhubungan ltemporal luntuk lmenghasilkan lkomposisi l(suara) lyang lmempunyai 

lkesatuan ldan lkesinambungan; l 

2) lNada latau lsuara lyang ldisusun ldemikian lrupa lsehingga lmengandung 

lirama, llagu ldan lkeharmonisan l(terutama lyang lmenggunakan lalat-alat lyang 

ldapat lmenghasilkan lbunyi-bunyi litu). l 

 

 Walaupun lpengertian llagu ldan lmusik lberbeda, ltetapi lkepustakaan lhak lcipta 

ltidak lmembedakannya. lDi ldalam lkepustakaan lhukum linternasional, listilah 
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lyang llazim ldigunakan luntuk lmenyebutkan llagu latau lmusik ladalah lmusical 

lwork. lKonvensi lBern lmenyebutkan lsalah lsatu lwork lyang ldilindungi ladalah 

lkomposisi lmusik l(music lcompositions) ldengan latau ltanpa lkata-kata l(with 

lor lwithout lwords). lTidak ldijelaskan lsecara ltegas ldalam lKonvensi lBern 

ltentang lapa lyang ldimaksud ldengan lmusical lwork ltersebut. lNamun, ldari 

lketentuan lyang lada ldapat ldisimpulkan lbahwa lterdapat ldua ljenis lkreasi 

lmusik lyang ldilindungi loleh lhak lcipta, lyaitu lmusik ldengan lkata-kata ldan 

lmusik ltanpa lkata-kata. lMusik ldengan lkata-kata lialah llagu lyang lunsurnya 

lterdiri ldari lmelodi, llirik, larransemen, ldan lnotasi, lsedangkan lmusik ltanpa 

lkata-kata ladalah lmusik lyang lhanya lterdiri ldari lunsur lmelodi, larransemen, 

ldan lnotasi. 

2.3.2 lLagu lDaerah l 

 

 Lagu ldaerah lmerupakan lsalah lsatu lbentuk lgambaran lkebudayaan lsuatu 

ldaerah lyang lbiasanya ltidak ldapat ldinikmati lsecara lmaksimal ldan lluas loleh 

lmasyarakat ldi lluar lkebudayaan lyang lmelahirkan llagu ltersebut lsehingga 

lbersifat leksklusif. lLagu ldaerah lberkembang ldi ldalam lkehidupan 

lmasyarakat, lidentik ldengan lsyair lyang lmenggunakan lbahasa ldaerah ldari 

lpencipta llagu. lPerkembangan lteknologi lsaat lini, ltidak ljarang lorang lyang 

lberada ljauh ldari ldaerah lasalnya lmendengarkan llagu-lagu ldaerah lmelalui 

lYouTube lsebagai lsalah lsatu lcara luntuk lmelepas lkerinduan ldengan 

lkampung lhalaman. lAdapun lfungsi ldari llagu ldaerah lyang ldiciptakan 

lsebagai lberikut:
32

 

a. lSarana lhiburan. l 

                                                           
32

Ketut lWisnawa, l2020, lSeni lMusik lTradisi lNusantara, lNilacakra, lBali, lhlm.13 
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b. lSarana lekspresi ldiri. l 

c. lSarana lkomunikasi. l 

d. lPengiring ltarian. l 

e. lSarana lekonomi. l 

 

Ciri-ciri llagu ldaerah lLampung lyaitu, lsebagai lberikut: l 

1.  Menceritakan ltentang lkeadaan llingkungan lataupun lbudaya lmasyarakat 

lsetempat lyang lsangat ldipengaruhi loleh ladat listiadat lsetempat; l 

2.  Jarang ldiketahui lpengarangnya; l 

3.  Mengandung lnilai-nilai lkehidupan, lunsur-unsur lkebersamaan lsosial, lserta 

lkeserasian ldengan llingkungan lhidup lsekitar; l 

4.  Sulit ldinyanyikan loleh lseseorang lyang lberasal ldari ldaerah llain lkarena 

lkurangnya lpenguasaan ldialek/bahasa lsetempat lsehingga lpenghayatannya 

lkurang lmaksimal; l 

5.  Mengandung lnilai-nilai lkehidupan lyang lunik ldan lkhas. 

 

 Lagu ldaerah lyang ldiciptakan ldengan llirik ldari llagu ltersebut lterdiri latas 

lkata-kata lyang lmenggunakan lbahasa ldaerah latau lbahasa ltradisional lsuatu 

ldaerah ldengan lpilihan lkata lyang lbernuansa lpuitis lserta lmemperhatikan 

lunsur lbunyi ldalam llagu. lBerbagai lkebudayaan lyang lterdapat ldi lIndonesia 

lmenghasilkan llagu-lagu lyang lberbeda ldi lsetiap ldaerah ldengan lciri ldan 

lkhasnya lmasing-masing. 

 

2.3.3 lProses lPenciptaan lLagu l 

 Proses lpenciptaan llagu lsampai lke lkonsumen, ldapat ldiuraikan lsebagai 

lberikut:
33

 

a. lPenciptaan llagu l 

                                                           
33

Otto lHasibuan l2014, lHak lCipta lDi lIndonesia lTinjauan lKhusus lHak lCipta lLagu, 

lNeghbouring lRights, ldan lCollecting lSociety, lPT lAlumni, lBandung, lhlm. l155. 
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 Sebuah llagu ldiciptakan lmulai ldari lelemen lmelodi lyang ldibuat loleh lmusisi, 

lkemudian lolehnya latau ldengan lbantuan lorang llain lmembuat llirik lyang 

lsesuai. lTerkadang lseorang lmusikus lmenulis lsyair lterlebih ldahulu lkemudian 

lmembuat lmelodinya. lSetelah litu, lpencipta llagu lkemudian lmerekam llagu 

lciptaannya l(dinyanyikan ldengan liringan lmusik, lgitar, lpiano, latau lkeyboard) 

ldalam lpita lkaset. lAdanya lrekaman llagu lpada lkaset ldengan latau ltanpa 

liringan lmusik, lmaka lpada lsaat litu llahirlah lsebuah lciptaan llagu ldan lsecara 

lotomatis lmuncul lhak lcipta latas llagu lyang lmendapat lperlindungan lhukum 

lhak lcipta. l 

b. lPerekaman llagu l 

 Pencipta llagu lbiasanya lmendatangi lproduser lrekaman lsuara ldan 

lmenawarkan llagunya luntuk ldirekam. lTerkadang, lproduser lrekamansuara 

lyang lmeminta latau lmemesan llagu lpada lpencipta ldisertai ldengan 

lpembayaran ldi lmuka. lJika lproduser lrekaman ltertarik ldengan llagu lyang 

lditawarkan lpencipta lkepadanya, lmaka ldia lakan lmenerima llagu ltersebut 

luntuk lkemudian ldirekam ldan lmenandatangani lperjanjian ldengan lpenulis 

llagu lsebagai lpencipta llagu. l 

c. lPerbanyakan ldan ldistribusi llagu l 

 Penggandaan lrekaman llagu ldalam lbentuk lkaset, lCD, lVCD, latau lDVD lada 

lkalanya ldilakukan lsendiri loleh lproduser lrekaman lsuara ldan lbertindak 

lsebagai ldistributor latau lmenyerahkan lkepada lpihak llain lsebagai ldistributor 

luntuk lmelakukan lperbanyakan lrekaman llagu. 
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2.3.4 lLembaga lManajemen lKolektif l 

 Menurut lPasal l1 layat l(10) lPeraturan lPemerintah lNomor l56 lTahun l2021 

ltentang lPengelolaan lRoyalti lHak lCipta lLagu ldan/atau lMusik lLembaga 

lManajemen lKolektif ladalah l“institusi lyang lberbentuk lbadan lhukum lnirlaba 

lyang ldiberi lkuasa loleh lPencipta, lPemegang lHak lCipta, ldan/atau lPemilik 

lHak lTerkait lguna lmengelola lhak lekonominya ldalam lbentuk lmenghimpun 

ldan lmendistribusikan lRoyalti”. l 

 

 Lembaga lManajemen lKolektif l(LMK) lsendiri lmerupakan lhal lyang lbaru ldi 

ldalam lUndang lUndang lHak lCipta, lsebelumnya ldalam lUndang-Undang 

lNomor l19 ltahun l2002 ltentang lHak lCipta lkeberadaan lLMK ltidak ldiatur. 

lNamun, lsebelum ldiaturnya lLMK lpun ldi lIndonesia lsudah lbanyak llembaga 

lyang lmemiliki lperan lsama lseperti lLMK lseperti lYayasan lKarya lCipta 

lIndonesia, lRoyalti lAnugrah lIndonesia, lWahana lMusik lIndonesia, ldan llain 

llain. l 

 

 Penggunaan llagu lsecara lkomersial ltidak ldianggap lsebagai lpelanggaran lHak 

lCipta lasalkan lpengguna lmemenuhi lkewajiban lmereka lberdasarkan 

lperjanjian ldengan lLMK luntuk lmembayar llagu lroyalti lberdasarkan lPasal l87 

layat l(4) lUndang-undang lHak lCipta lIndonesia. lMengenai lketentuan lroyalti 

ldalam lUndang-undang lHak lCipta ltidak ldisebutkan lhanya ldijelaskan ltentang 

lpengertiannya lsaja lserta ldengan lperjanjian llisensi lmaka lsi lpenerima llisensi 

ltersebut lharus lmembayar lroyalti lkepada lpemegang lhak lcipta lterkait. 

lMengenai lketentuan lroyalti lhanya ldilakukan lantara lpengguna l(user) ldan 

lpemegang lhak lcipta lmelalui lLembaga lMenejemen lKolektif. 
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 Menurut lPasal l1 layat l(11) lPeraturan lPemerintah lNomor l56 lTahun l2021 

ltentang lPengelolaan lRoyalti lHak lCipta lLagu ldan/atau lMusik, lLembaga 

lManajemen lKolektif lNasional l(LMKN) ladalah l“ llembaga lbantu lpemerintah 

lnonAPBN lyang ldibentuk loleh lMenteri lberdasarkan lUndang-Undang 

lmengenai lHak lCipta lyang lmemiliki lkewenangan luntuk lmenarik, 

lmenghimpun, ldan lmendistribusikan lroyalti lserta lmengelola lkepentingan lhak 

lekonomi lPencipta ldan lPemilik lHak lTerkait ldi lbidang llagu ldan/atau lmusik. 

 

 Dengan ldemikian, ldalam lUUHC l2014 lterdapat l2 l(dua) ljenis lLembaga 

lManajemen lKolektif, lyakni lLMK ldan lLMKN. lLMK lmerupakan linstitusi 

lyang lberbentuk lbadan lhukum lnirlaba lyang ldiberi lkuasa loleh lPencipta, 

lPemegang lHak lCipta, ldan/atau lpemilik lHak lTerkait lguna lmengelola lhak 

lekonominya ldalam lbentuk lmenghimpun ldan lmendistribusikan lroyalti 

lsebagaimana lyang ldiatur ldalam lPasal l1 langka l(22) lUUHC lNomor l28 

lTahun l2014 l. lSedangkan lLMKN ldalam lUUHC lNomor l28 lTahun l2014 

ltidak ldiatur lsecara ljelas lmengenai lpengertiannya, lakan ltetapi lkeberadaannya 

ldiatur ldalam lPasal l89 lUUHC lNomor l28 lTahun l2014. 

 

 Lembaga lManajemen lKolektif lnasional lmelakukan lpengeolaan lberdasarkan 

ldata lyang lterintegrasi lpada lpusat ldata llagu ldan/atau lmusik. lTata lcara 

lpengelolaan lRoyalti lyang ldilakukan lLembaga lManajemen lKolektif lNasional 

ltertuang lpada lPasal l9 lAyat l(1) lPeraturan lPemerintah lNomor l56 lTahun 

l2021 lyang lberisi l“ lSetiap lorang ldapat lmelakukan lpenggunaan lsecara 

lkomersial llagu ldan/atau lmusik ldalam lbentuk llayanan lpublik lyang lbersifat 

lkomersial ldengan lmengajukan lpermohonan lLisensi lkepada lPemegang lHak 
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lCipta latau lPemilik lHak lTerkait lmelalui lLembaga lManajemen lKolektif 

lNasional”. l 

 

 Lembaga lManajemen lKolektif lnasional ljuga ldapat lmelalukan lpenarikan 

lRoyalti lLagu ldan/atau lMusik lsesuai ldengan lPasal l12 lAyat l(1) lyang lberisi 

l“LMKN lmelakukan lpenarikan lRoyalti ldari lorang lyang lmelakukan 

lpenggunaan lsecara lKomersial llagu ldan/atau lMusik ldalam lbentuk llayanan 

lpublik lbersifat lKomersial luntuk lPencipta, lPemegang lHak lCipta, ldan 

lPemilik lHak lTerkait lyang ltelah lmenjadi langgota ldari lsuatu lLembaga 

lManajemen lKolektif. lDan lPasal l12 lAyat l(2) lyang lberisi l“Selain 

lmelakukan lpenarikan lRoyalti luntuk lPencipta, lPemegang lHak lCipta, ldan 

lPemilik lHak lTerkait lyang ltelah lmenjadi langgota ldari lsuatu lLembaga 

lManajemen lKolektif lsebagaimana ldimaksud lpada lAyat l(1), lLMKN 

lmenarik lRoyalti luntuk lPencipta, lPemegang lHak lCipta, ldan lPemilik lHak 

lTerkait lyang lbelum lmenjadi langgota ldari lsuatu lLembaga lManajemen 

lKolektif”. l 
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2.4 Kerangka Pikir  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
 
 

 Menurut lUndang-Undang l lNomor l28 lTahun l2014 l ltentang l lHak l lCipta l 

lyakni l lHak l lCipta l ladalah l lhak l leksklusif l lpencipta l lyang l ltimbul l 

lsecara l lotomatis l lberdasarkan l lprinsip l ldeklaratif l lsetelah l lsuatu l lciptaan 

ldiwujudkan l ldalam lbentuk lnyata ltanpa lmengurangi lpembatasan lsesuai 

ldengan lketentuan lperaturan lperundang-undangan. lDalam lUndang-undang 

lHak lCipta ltidak lditemukan ldefinisi ldari lhak lcipta llagu ldan/atau lmusik. 

lPada lPasal l40 layat l(1) lhuruf ld lUndang-undang lHak lCipta ldicantumkan 

lbahwa llagu ldan/atau lmusik ldengan latau ltanpa lteks lmerupakan lsalah lsatu 

lkarya lyang ldilindungi. lTerhadap llagu ldan/atau lmusik lberlaku lsemua laturan 

lumum lyang ljuga lberlaku luntuk lkarya llainnya lkecuali ldiatur lsecara lkhusus 

ltidak lberlaku. l 

 

Undang-Undang Nomor  28 Tahun 

2014 Tentang Hak Cipta. 

 

Perlindungan Hukum terhadap 

Pencipta Lagu Daerah Lampung 

MenurutUndang-undang Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

Lagu/Musik 

Mekanisme Pembayaran 

Royalti terhadap Pencipta 

Lagu Daerah Lampung. 

Lagu Daerah Lampung 
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 Lagu ldaerah lmerupakan lsalah lsatu lbentuk lgambaran lkebudayaan lsuatu 

ldaerah lyang lbiasanya ltidak ldapat ldinikmati lsecara lmaksimal ldan lluas loleh 

lmasyarakat ldi lluar lkebudayaan lyang lmelahirkan llagu ltersebut lsehingga 

lbersifat leksklusif. lCiri-ciri llagu ldaerah lLampung lyaitu: l1. lMenceritakan 

ltentang lkeadaan llingkungan lataupun lbudaya lmasyarakat lsetempat lyang 

lsangat ldipengaruhi loleh ladat listiadat lsetempat; l2. lJarang ldiketahui 

lpengarangnya; l3. lMengandung lnilai-nilai lkehidupan, lunsur-unsur 

lkebersamaan lsosial, lserta lkeserasian ldengan llingkungan lhidup lsekitar; l4. 

lSulit ldinyanyikan loleh lseseorang lyang lberasal ldari ldaerah llain lkarena 

lkurangnya lpenguasaan ldialek/bahasa lsetempat lsehingga lpenghayatannya 

lkurang lmaksimal; l5. lMengandung lnilai-nilai lkehidupan lyang lunik ldan 

lkhas. 

 
 Konsep lpelaksanaan lpemungutan lroyalti latas lmusik latau llagu ladalah, 

lPencipta lmenyerahkan lkepada llembaga lyang lbergerak ldi lbidang lpemungut 

lroyalti latas lmemakai lmusik latau llagu lsecara lkomersial. lKemudian lroyalti 

lyang ldidapat ldiserahkan lkepada lPencipta lsetelah ldipotong lbiaya 

ladministrasi. 

 

 Pembayaran lterhadap lpengalihan lhak lekonomi lpencipta lbiasanya ldilakukan 

ldengan ldua lcara lyaitu, lsistem lroyalti ldan lsistem lflat lpay. lFlat lpay ladalah 

lsistem lpembayaran lsekali llunas ldan ltidak lada ltambahan llagi. lSatu lkali 

lbayar luntuk lselamanya. lSelama lini lpencipta llagu ldibayar ldengan lcara lflat 

lpay, ltanpa lmemperhitungkan ljumlah lunit lkaset, lVCD, lCD lmaupun lformat 

llainnya lyang ldijual. lApabila llagunya lL. lKomar lterpilih llagu l“Bulambanan” 
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ldan lmeledak ldi lpasaran lmaka lakan lditambahkan l“bonus”, ldemikian ljuga 

lapabila llagu ltersebut ldigunakan ldi ldalam lalbum lseleksi, lkompilasi, ldan 

llain-lain lmaka lpencipta llagu lakan lmendapat lhonor ltambahan. l 
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III. METODE PENELITIAN 

 
 
 
 

3.1 lJenis lPenelitian l 

 Jenis lpenelitian lyang ldigunakan ladalah lpenelitian lhukum lnormatif-empiris, 

lyaitu lsuatu lmetode lpenelitian lyang ldalam lhal lini lmenggabungkan lunsur 

lhukum lnormatif lyang lkemudian ldidukung ldengan lpenambahan ldata latau 

lunsur lempiris. lDalam lmetode lpenelitian lnormatif-empiris lini ljuga lmengenai 

limplementasi lketentuan lhukum lnormatif l(undang-undang) ldalam laksinya 

ldisetiap lperistiwa lhukum ltertentu lyang lterjadi ldalam lsuatu lmasyarakat.
34

 

lPenelitian lini lakan lmeneliti ltentang lPerlindungan lHukum lBagi lPencipta 

lLagu lDaerah ldalam lPemberian lRoyalti lMenurut lUndang-undang lNomor l28 

lTahun l2014 ltentang lHak lCipta lberdasarkan lperaturan lhukum lformil ldi 

lIndonesia lserta lnorma lsosial ldan lliteratur lterkait. 

 

3.2. lTipe lPenelitian 

 Berdasarkan lpermasalahan lpada lpokok lpembahasan lyang ltelah ldiuraikan 

lmaka ltipe lpenelitian lini ladalah lpenelitian lhukum ldeskriptif l(descriptive 

llegal lstudy) lyaitu lpenelitian lyang lmenggambarkan lsecara ljelas, lrinci ldan 

                                                           
34 lAbdulkadir lMuhammad, l2004. lHukum ldan lPenelitian lHukum lCet-1, lPT lCitra lAditya 

lBakti, lBandung, lhlm l52. l 
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lsistematis lmengenai lobjek lyang lditeliti.
35

 lPenelitian lhukum ldeskriptif 

ladalah lpenelitian lyang ldilakukan ldengan lpemaparan lyang lbertujuan luntuk 

lmemperoleh lgambaran l(deskripsi) llengkap ltentang lkeadaan lhukum lyang 

lberlaku ldi ltempat ltertentu ldan lpada lsaat ltertentu, latau lperistiwa lhukum 

ltertentu lyang lterjadi ldalam lmasyarakat.
36

 

 

3.3 lPendekatan lMasalah l 

 Pendekatan lmasalah lmerupakan lproses lpemecahan latau lpenyelesaian 

lmasalahmelalui ltahap-tahap lyang ltelah lditentukan, lsehingga lmencapai 

ltujuan lpenelitian. lPenelitian lmerupakan lterjemahan ldari lbahasa linggris, 

lyaitu lresearch lyang lberasal ldari lkata lre l(kembali) ldan lto lsearch 

l(mencari). lDengan ldemikian, lsecara lbahasa lberarti lmencari lkembali.
37

 

 Terdapat l5 l(lima) lpendekatan lyang ldapat ldigunakan ldalam lpenelitian 

lhukum, lyakni:
38

 

a. lPendekatan lkasus l(case lapproach); l 

b. lPendekatan lperundang-undangan l(statute lapproach); l 

c. lPendekatan lhistoris l(historical lapproach); l 

d. lPendekatan lperbandingan l(comparative lapproach); l 

e. lPendekatan lkonseptual l(conceptual lapproach). 

 

 Pendekatan lmasalah lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lhukum lini lyaitu 

lpendekatan lperundang-undangan l(statute lapproach) ldan lpendekatan lhistori 

                                                           
35

Yulianto lAchmad lMukti lFajar lND., lDualisme lPenelitian lHukum: lNormatif l& lEmpiris 

l(Jakarta: lPustaka lBelajar, l2010). 
36

Abdulkadir lMuhammad, l2004, lHukum ldan lPenelitian lHukum, lBandung, lCitra lAditya 

lBakti, lhlm l50. 
37 lBambang lSunggono, l2001, lMetodologi lPenelitian lHukum, lJakarta, lPT lRaja lGrafindo 

lPersada, lhlm l27 l 
38 lPeter lMahmud lMarzuki, lPenelitian lHukum, l(Jakarta l: lKencana lPrenada lMedia 

lGroup, l2011), lhlm l93. 



56 
 

 
 

l(historical lapproach). lPendekatan lperundang-undangan lsebagai lsalah lsatu 

lpendekatan lpenelitian lyang ldigunakan loleh lpenulis ldengan lmenelaah 

lperaturan lperundang-undangan lyang lberkaitan ldengan lisu lhukum lyang 

lditeliti. lPendekatan lHistori ladalah lpendekatan lyang ldilakukan ldengan lcara 

lmelihat lsuatu lpermasalahan lyang lmelatar lbelakangi ldengan lapa lyang 

ldipelajari lserta lperkembangan lpengaturan lterkait lisu lyang lterjadi ldi 

lmasyarakat. 

 

3.4 lData ldan lSumber lData l 

 Jenis ldata ldapat ldilihat ldari lsumbermya, ldapat ldibedakan lantara ldata lyang 

ldiperoleh llangsung ldari lmasyarakat ldan ldata lyang ldiperoleh ldari lbahan 

lpustaka. lSumber ldata lyang ldipergunakan ldalam lpenulisan lskipsi lini lberupa 

ldata lprimer ldan lsekunder. 

a. lData lPrimer l 

 Data lprimer lmerupakan ldata lyang ldidapatkan ldari lsumber lpertama, latau 

ldapat ldikatakan lpengumpulannya ldilakukan lsendiri loleh lpeneliti lsecara 

llangsung, lseperti lhasil lwawancara. lPeneliti lakan lmenganalisa ldan 

lmenyiapkan lbeberapa lpertanyaan lterkait lmasalah ldalam lpenelitian lini, 

lkemudian ldapat ldilakukan lwawancara lmengenai lhal ltersebut. lData lprimer 

lini lakan ldiambil llangsung lpada lKantor lWilayah lKemenkumham lProvinsi 

lLampung ldengan lBapak lAdil lJaya lNegara, lS.H., lM.H., lselaku lKepala lSub 

lBidang lKI, lserta lwawancara lBapak lL. lKomar ldan lBahrudin lsebagai 

lPencipta lLagu. 
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b. lData lSekunder l 
 

 Data lsekunder lmerupakan ldata lprimer lyang ltelah ldiolah llebih llanjut ldan 

ldisajikan lbaik lpihak lpengumpul ldata lprimer latau loleh lpihak llain lmisalnya 

ldalam lbentuk ltabel-tabel latau ldiagram-diagram. lDapat ldisimpulkan lbahwa 

ldata lsekunder ladalah ldata lyang ldidapat ldengan lcara lmempelajari 

lmembaca, lmengutip, lliteratur, latau lundang-undang lyang lberkaitan ldengan 

lpokok lpermasalahan ldari lpenelitian lini. lData lsekunder lini lmeliputi l3 

lbahan lhukum lantara llain l: 

1. lBahan lhukum lprimer, lyaitu lbahan-bahan lyang lmengikat lyang lterditri 

ldari lberbagai lperaturan lperundang-undangan lyaitu l: l 

a. Undang-Undang lNomor l28 lTahun l2014 ltentang lHak lCipta l 

b. Peraturan lPemerintah lNomor l56 lTahun l2021 ltentang lPengelolaan 

lRoyalti lHak lCipta lLagu ldan/atau lMusik l 

2. lBahan lhukum lsekunder, lyaitu lbahan-bahan lberupa lperaturan lyang 

lmenjelaskan llebih llanjut lbahan lhukum lprimer lberupa lliteratur, lbuku-buku 

lyang lberkaitan ldengan lpokok lbahasan. l 

3. lBahan lhukum ltersier, lyaitu lbahan lyang lmemberikan lpetunjuk lmaupun 

lpenjelasan lterhadap lbahan lhukum lprimer ldan lsekunder lyang lmeliputi 

linternet, lsurat lkabar, lartikel, lKamus lHukum ldan lKamus lBesar lBahasa 

lIndonesia lyang lberkaitan ldengan lpenelitian lini. 

 

3.5 lMetode lPengumpulan lData 

 

 Metode lPengumpulan ldata ladalah ltata lcara lyang ldilakukan ldalam 

lmengumpulkan ldata lsuatu lpenelitian. lPada lpenelitian lini, lpengumpulan ldata 

ldilakukan ldengan lcara: 
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1. lStudi lPustaka l(Library lResearch) l 

 Studi lpustaka l(Library lResearch) ladalah lprosedur lpengumpulan ldata 

lsekunder lmelalui lbuku, lliteratur lataupun lperundang-undangan lyang 

lberkaitan ldengan lpokok lpermasalahan ldalam lpenelitian ldengan lcara 

lmembaca, lmenelaah, lmempelajari, lmengutip, ldan lmencatat linformasi lyang 

ldianggap lpenting lbagi lpenelitian. l 

 

2. l2. lWawancara l 

 Wawancara lmerupakan lcara lyang ldigunakan luntuk lmemperoleh lketerangan 

lsecara llisan lguna lmencapai ltujuan ltertentu. lWawancara ldilakukan ldengan 

lcara lpenyampaian lsejumlah lpertanyaan ldari lpewawancara lkepada 

lnarasumber lyaitu lBapak lL. lKomar ldan lBahrudin lselaku lPencipta lLagu. 

 

3.6 lPengolahan lData l 
 

 Langkah lselanjutnya lsetelah ldata lterkumpul, lbaik ldata lprimer lmaupun ldata 

lsekunder ldilakukan lpengolahan ldata ldilakukan ldengan lcara: l 

a. lSeleksi lData, lyaitu lmemilih ldata lmana lyang lsesuai ldengan lpokok 

lpermasalahan lyang lakan ldibahas. l 

b. lPemeriksaan lData, lyaitu lmeneliti lkembali ldata lyang ldiperoleh lmengenai 

lkelengkapannya lserta lkejelasan. l 

c. lKlasifikasi lData, lyaitu lpengelompokkan ldata lmenurut lpokok lbahasan 

lagar lmemudahkan ldalam lmendeskripsikannya. l 

d. lPenyusunan lData, lyaitu ldata ldisusun lmenurut laturan lyang lsistematis 

lsebagai lhasil lpenelitian lyang ltelah ldisesuaikan ldengan ljawaban 

lpermasalahan lyang ldiajukan. l  
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3.7 lAnalisis lData l 
 

 Data lyang ltelah ldiolah lkemudian ldikonstruksikan ldengan lanalisis ldata 

lyang ldilakukan lsecara lkualitatif, lkomprehensif ldan llengkap lkemudian 

ldisajikan lsecara ldeskriptif ldengan lcara lmenguraikan, lmenjelaskan ldan 

lmenggambarkan lpermasalahan lserta lpenyelesaiannya lyang lberkaitan ldengan 

lskripsi lini lsehingga lmenghasilkan lproduk lpenelitian lhukum lnormatif-

empiris lyang llebih lsempurna. l
39

 lDalam lteknik lanalisis lkualitatif lini 

lmencakup lsemua ldata lpenelitian lyang ltelah ldiperoleh ldari lhasil lwawancara 

lagar lmembentuk ldeskripsi lyang lmendukung lsehingga lobjek lpermasalahan 

lyang lditeliti ldapat ldipecahkan. 

 

  

                                                           
39

Abdulkadir lMuhammad, l2004, lHukum ldan lPenelitian lHukum, lBandung, lCitra lAditya 

lBakti, lhlm l152. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN  

 
 
 
 

5.1 Simpulan  
 

Berdasarkan uraian dan analisis yang dikemukakan pada bagian sebelumnya maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi pencipta lagu 

Lampung telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta juga mengatur terkait pencatatan ciptaan sebagai bentuk 

perlindungan hukum preventif. Pencatatan atau pendaftaran karya cipta berupa 

lagu atau musik daerah berdasarkan ketentuan tersebut di atas akan 

memberikan efek perlindungan yang maksimal dalam hal segi pembuktian jika 

nantinya terjadi sengketa. Terkait dengan hal ini pencipta lagu atau musik 

daerah berhak atas royalti terhadap penggunaan karya ciptanya yang 

dimanfaatkan untuk kepentingan komersial dan dibayarakan melalui perantara 

Lembaga Manajemen Kolektif. Lembaga Manajemen Kolektif memiliki peran 

penting karena lembaga tersebut telah menjadi tempat bagi para pencipta untuk 

mempercayakan pekerjaan mereka dan untuk mempertahankan hak ekonomi 

mereka serta dalam membuat perjanjian lisensi antara para pencipta dan pihak 

bisnis seperti penggandaan lagu dan/atau musik secara digital untuk 

kepentingan karaoke/rumah bernyanyi, atau penyediaan lagu dan/ atau musik 

pada alat-alat transportasi. Hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran 
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pemanfaatan 

ciptaan dan/ atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang 

pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan 

Lembaga Manajemen Kolektif. Dengan adanya lembaga tersebut memiliki 

peran yang sangat baik dalam bidang hak cipta sehingga dapat memaksimalkan 

perolehan keuntungan dari pemanfaatan karya cipta oleh pihak pengguna karya 

cipta.  

2. Mekanisme Pembayaran Royalti atas lagu daerah Lampung kepada pencipta 

yaitu dengan sistem Flat pay. Flat pay adalah sistem pembayaran sekali lunas 

dan tidak ada tambahan lagi. Satu kali bayar untuk selamanya. Selama ini 

pencipta lagu dibayar dengan cara flat pay, tanpa memperhitungkan jumlah 

unit kaset, VCD, CD maupun format lainnya yang dijual. Apabila lagunya 

terpilih jadi lagu “Bulambanan” dan meledak di pasaran maka akan 

ditambahkan “bonus”, demikian juga apabila lagu tersebut digunakan di dalam 

album seleksi, kompilasi, dan lain-lain maka pencipta lagu akan mendapat 

honor tambahan.  

 

5.2 Saran  
 

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai Perlindungan Hukum Terhadap 

Hak Cipta Lagu Lampung Dalam Pemberian Royalti. Dapat diajukan saran-saran 

sebagai berikut:  

1. Pemerintah sudah banyak melakukan tindakan-tindakan, namun usaha yang 

dilakukan oleh pemerintah dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta ini 

ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal. Di satu sisi Undang-

Undang Hak Cipta sudah dapat dikatakan sempurna namun di sisi lain 
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pelanggaran hak cipta sudah tidak dapat di bendung lagi. Dan kepada 

masyarakat harus segera disadarkan bahwa membeli CD/VCD bajakan adalah 

merugikan negara, dan tidak menghargai karya pencipta. 

2. Sebaiknya Perlu dilaksanakan sosialisasi UUHC terutama yang berkaitan 

dengan musik atau lagu kepada para pencipta dan pemakai ciptaan, serta semua 

yang terkait dengan penggunaan ciptaan tersebut. Kurangnya pemahaman 

royalti di masyarakat menimbulkan salah persepsi tentang keberadaan LMK di 

kalangan masyarakat. Selain itu, perlu pula ada standart batasan mengenai hak 

mengumumkan (performing right) dan hak menggandakan (mechanical right), 

terutama pada media-media suara yang baru, sehingga tidak terjadi perlawanan 

dari pelaku usaha dan salah persepsi seperti yang terjadi selama ini.  
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